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MOTTO 
 
زيِثَك َنِّإَو ۖۦِهِجاَعِن ٰىَلِإ َكِتَۡجعَن ِلاَؤُسِب َكَمَلَظ ۡذَقَل َلاَقٗ ۡمُهُضۡعَب يِغۡبَيَل ِءٓاَطَلُۡخلٱ َنِمّ ا
ليِلَقَو ِتَٰحِٰلَصّلٱ ْاىُلِمَعَو ْاىُنَمّاَء َنيِذَلٱ اَلِإ ٍضۡعَب ٰىَلَعٗ  ُهَٰنَتَف اَمَنَأ ُدۥُواَد َنَظَو ۗۡمُه اَمّ
َفۡغَتۡسٲَفعِكاَر َۤزَخَو ۥُهَبَر َزٗ۩َباَنَأَو ۤا ٤٢ 
   
Artinya: “Dia (Daud) berkata, “sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu 
dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepadamu dengan meminta 
kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya memang banyak 
diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah 
mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia 
memohon ampunan kepada Tahunnya lalu menyungkur sujud dan bertobat.” (Q.S 
. Shad (38): 24)
vii 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ba B Be 
ta T Te 
s|a s| Es (dengan titik di atas) 
jim J Je 
h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
kha Kh Ka dan ha 
dal D De 
ix 
z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ra R Er 
zai Z Zet 
sin S Es 
syin Sy Es  dan ye 
s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
„ain …„… Koma terbalik di atas 
gain G Ge 
fa F Ef 
qaf Q Ki 
kaf K Ka 
lam L El 
mim M Em 
nun N En 
x 
wau W We 
ha H Ha 
hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
Fathah A A 
Kasrah I I 
Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. Kataba 
2. Zukira 
3. Yazhabu 
 
 
 
xi 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
Fathah dan ya Ai a dan i 
Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Kaifa 
2. Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
 
 
xii 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Qa>la 
2. Qi>la 
3. Yaqu>lu 
4. Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
 
 
xiii 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Rabbana 
2. Nazzala 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Ar-rajulu 
2. Al-Jala>lu 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Akala 
2. Taꞌkhuduna 
3. An-Nauꞌu 
 
xiv 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Rofiah, NIM 132111021, “IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN 
MUSYARAKAH (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana 
Mulia Surakarta) 
berkembangnya perbankan modern yang mempengaruhi lahirnya 
perbankan syariah dimana pada setiap transaksinya diharamkan atas riba, gharar 
dan maysir. BPRS merupakan bank syariah yang kegiatan usahanya tidak 
memberikan jasa lalu lintas dalam pembiayaan. salah satu produk pembiayaan di 
BPRS yaitu musyarakah. di BPRS Dana Mulia Surakarta dalam pembiayaan 
musyarakah menggunakan jenis syirkah 'inan namun dalam praktiknya terdapat 
kendala yaitu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara mitra. tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme akad 
pembiayaan musyarakah di BPRS Dana Mulia Surakarta. alasan lain dilakukan 
penelitian ini yakni untuk melihat kesesuaian antara akad pembiayaan musyarakah 
dengan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 di BPRS 
Dana Mulia Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penalaran 
induktif, yang menjelaskan tentang mekanisme akad pembiayaan musyarakah di 
BPRS Dana Mulia Surakarta. Data yang diperoleh yakni data-data berupa 
wawancara dan data dokumen dari BPRS Dana Mulia Surakarta. Kemudian 
menjelaskannya dalam bentuk uraian kata-kata bukan berupa angka yang 
selanjutnya dipaparkan dalam bentuk laporan yang bersifat analisis. 
Dari penelitian ini peneliti menemukan hasil bahwa mekanisme akad 
pembiayaan musyarakah di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah sesuai dengan 
fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 hanya saja masih ada beberapa yang 
perlu dimaksimalkan dalam akad pembiayaan musyarakah seperti dalam 
pemantauan usaha nasabah, pembagian hasil agar tercapai maslahah antara pihak 
bank dan nasabah. 
 
Kata Kunci : Akad, pembiayaan musyarakah. 
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ABSTRACT 
 
 Rofiah, NIM 132111021, "THE IMPLEMENTATION OF 
MUSYARAKAH FINANCING AGREEMENT (Case Study at Syariah 
Funds Bank Syariah Dana Mulia Surakarta)”. 
the development of modern banking that affect the birth of Islamic banking 
where in every transaction is forbidden on usury, gharar and maysir. BPRS is a 
sharia bank whose business activities do not provide traffic services in financing. 
one of the financing products in BPRS is musyarakah. in BPRS Dana Mulia 
Surakarta in musyarakah financing uses kind of syirkah 'inan but in practice there 
are constraints that is not fulfillment of rights and obligations between partners. 
the purpose of this research is to know the mechanism of musyarakah financing 
contract in BPRS Dana Mulia Surakarta. another reason to do this research is to 
see the match between musyarakah financing contract with Islamic law and DSN-
MUI fatwa No: 08 / DSN-MUI / IV / 2000 at BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 This research uses qualitative descriptive method with inductive reasoning, 
which explains about musyarakah financing contract mechanism at BPRS Dana 
Mulia Surakarta. The data obtained are data in the form of interview and 
document data from BPRS Dana Mulia Surakarta. Then explain it in the form of a 
description of words not a number which is further described in the form of 
reports that are analytical. 
 From this research, the researcher found out that the mechanism of 
musyarakah financing contract in BPRS Dana Mulia Surakarta is in accordance 
with the fatwa of DSN-MUI No: 08 / DSN-MUI / IV / 2000 only there are still 
some that need to be maximized in musyarakah financing contract as in business 
monitoring Customers, the division of results to achieve maslahah between the 
bank and customers. 
 
Keywords: contract, musyarakah financing. 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Praktik perbankan telah ada sejak zaman Babylonia, Yunani, dan 
Romawi, meskipun pada saat tersebut, bentuk praktik perbankan tidak seperti 
saat ini. Pada awalnya, hanya terbatas pada tukar menukar uang, kemudian 
berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan atau 
meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman, hal tersebut semakin 
berkembang menjadi perbankan modern yang saat ini dilaksanakan secara 
umum di seluruh dunia.
1
 
Semakin berkembangnya perbankan modern yang mempengaruhi 
lahirnya perbankan berkonsep syariah dimana pada setiap transaksinya 
diharamkan atas riba, gharar dan maysir. Sejak awal kelahirannya, perbankan 
syariah dilandasi dengan kelahiran dua gerakan renaissance Islam modern: 
neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan 
berlandasan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk 
mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur‟an dan 
As-Sunnah.
2
 
                                                             
1
 Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 
hlm.97. 
2
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 
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Upaya awal bank syariah dalam penerapan sistem profit dan loss 
sharing dicatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya 
upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan 
intitusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 
1963 di Kairo, Mesir.
3
 
Bank syariah sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan 
pertentangan antara bunga bank dengan riba. Bank syariah lahir di Indonesia 
pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Peraturan Pemerintah No. 
72 tahun 1992, yang kemudian direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998 dalam 
bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil.
4
 Dalam 
undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis 
usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. 
Undang-udang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank 
konvensional diri secara total menjadi bank syariah.
5
 
Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian 
berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan 
dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang 
dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip 
bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 
(musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 
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(murabahah), atau pembiayaan  barang modal berdasarkan prinsip sewa 
murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah 
wa iqtina).
6
  
Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah 
perdesaan atau pinggiran, atau bisa dikenal dengan rural banking. Di 
Indonesia, rural banking diakomondasikan dalam bentuk lembaga Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
7
 
Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 
(BPRS) adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak 
memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaraan.
8
  
Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut. 
1. Akad dan aspek legalitas. Dalam BPRS akad yang dilakukan memiliki 
konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan 
berdasarkan hukum Islam. Sering, nasabah berani melanggar 
kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya 
berdasarkan hukum positif. 
2. Adanya dewan pengawasan syariah dalam struktur organisasinya yang 
bertujuan mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang 
dari prinsip syariat. 
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3. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan 
Arbitrase Syariah maupun pengadilan agama. 
4. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat 
ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain. 
5. Praktik operasional BPRS, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran 
pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh menerapkan 
sistem bunga.
9
 
Secara umum menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan 
syariah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) meliputi sebagai 
berikut. 
a. Kegiatan usaha penghimpunan dana dalam bentuk: 
(1) Simpanan berupa tabungan atau yang di samakan dengan itu 
berdasarkan akad wadi‟ah atau akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah; dan 
(2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang di 
persamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad 
lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 
b. Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk: 
(1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau 
musyarakah; 
(2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna‟; 
(3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh; 
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(4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada 
nasabah berdasarkan akad ijarah; dan sewa beli dalam bentuk ijarah 
muntahiya bittamlik; dan 
(5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah; 
c. Penyertaan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan 
akad wadi‟ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad 
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 
d. Kegiatan usaha berupa pemindahan uang, baik untuk kepentingan sendiri 
maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan 
Unit Usaha Syariah; dan 
e. Penyediaan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya 
yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank 
Indonesia.
10
 
Dalam berbagai kegiatan yang dijalankan Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah di atas salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat produktif dan 
menyalurkan dana tersebut untuk pengusaha mikro, kecil maupun menengah 
yaitu pembiayaan musyarakah.  
Menurut Ahmad Dahlan, musyarakah (join venture profit sharing) 
adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.
11
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Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek 
dimana nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai 
proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana 
tersebut bersama bagi hasil yang telah disepekati untuk bank.
12
 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia yang berkedudukan di 
JL. KH. Agus Salim No. 10 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, kota 
Surakarta. BPRS Dana Mulia mempunyai beberapa produk-produk 
pembiayaan yang dapat ditawarkan kepada calon nasabahnya yaitu 
pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, pembiayaan multi jasa 
dan lainnya. Akad musyarakah merupakan akad dimana mitra dan BPRS 
mempunyai kesepakatan dalam penggabungan modal usaha untuk melakukan 
suatu usaha tertentu dengan adanya suatu perjanjian di antara kedua belah 
pihak. 
BPRS Dana Mulia Surakarta dalam aplikasi akad pembiayaan 
musyarakah menggunakan jenis syirkah „inan yaitu kontrak antara dua orang 
atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan 
kerugian dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak dalam 
keuntungan dan kerugian dibagi berdasarakan kesepakatan. Akan tetapi, porsi 
masing-masing pihak, baik dalam dana maupan kerja atau hasil, tidak harus 
sama sesuai dengan kesepakatan mereka.
13
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Di BPRS jumlah nasabah pada tahun 2017 per 30  juni berjumlah 555 
nasabah. Dalam bagi hasil akad pembiayaan musyarakah lebih dominan 
karena pada per 30 juni tidak ada nasabah akad pembiayaan mudharabah. 
No Nama Produk Jumlah Nasabah 
1 Murabahah 284 
2 Musyarakah 14 
3 Ijarah 1 
4 Multi jasa 255 
5 Qard 1 
JUMLAH 555 
Sumber BPRS Dana Mulia Surakarta Per 30 Juni 2017
14
 
Berdasarkan data tersebut jumlah nasabah musyarakah pada bulan 
Juni 2017 adalah 14 nasabah yang katagori lancar 4 nasabah, pembiayaan 
kurang lancar 2 nasabah, pembiayaan diragukan 0, dan pembiayaan macet 8 
nasabah.
15
 Dengan adanya data tersebut dalam akad pembiayaan musyarakah 
lebih banyak nasabah yang macet dalam mengangsur dan adanya nasabah 
yang tidak terbuka dengan hasil pendapatan usahanya sehingga apabila terjadi 
kemunduran dalam usahanya baru ada keterbukaan dengan BPRS. 
Permasalahan lainnya, adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh 
mitra kerja terhadap BPRS yaitu tidak menggunakan modal sesuai dengan 
akad/perjanjian yang telah disepakati. Sebagai salah satu contoh adanya 
nasabah yang menggunakan modal usaha untuk pembayaran sekolah 
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anaknya. Dan tidak dipenuhinya kewajiban mitra mengembalikan modal 
usaha sehingga muncul lah pembiayaan bermasalah.
16
  
Dengan adanya suatu permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan 
akad musyarakah di BPRS Dana Mulia Surakarta. Oleh karena itu peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian di BPRS Dana Mulia Surakarta dengan 
judul “IMPEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi Kasus 
di BPRS Dana Mulia Surakarta)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat 
diidentifikasikan permasalahannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 
batasan dalam pembahasan. Berangkat dari hal ini terdapat 2 (dua) persoalan 
yang menjadi pokok permasalahan, antara lain: 
1. Bagaimana mekanisme Akad Pembiayaan musyarakah di BPRS Dana 
Mulia Surakarta? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang mekanisme akad pembiayaan 
musyarakah di BPRS Dana Mulia Surakarta? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui mekanisme akad pembiayaan musyarakah di BPRS 
Dana Mulia Surakarta. 
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2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap mekanisme akad 
pembiayaan musyarakah di BPRS Dana Mulia. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
kepada masyarakat tentang mekanisme akad pembiayaan musyarakah. 
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
upaya pengembangan teori untuk mendalami konsep-konsep perbankan 
syariah. 
3. Sebagai bahan masukan untuk lembaga yang bersangkutan agar dapat 
mengoreksi dan menevaluasi kembali apa yang penulis teliti. 
 
E. Kerangka Teori 
Dalam melaksanakan penelitian, peneliti perlu menyusun kerangka 
pemikiran menyangkup konsepsi tahap-tahap penelitian berdasarkan 
pemikiran penulis. Menurut fatwa DSN, pembiayaan musyarakah, yaitu 
pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 
dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung 
bersama sesuai dengan kesepakatan.
17
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Dalam mekanisme akad pembiayaan musyarakah berpedoman pada 
fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang 
dimana penyertaan ijab dan qabul dinyatakan oleh para pihak dalam suatu 
perjanjian yang akan dillaksanakan oleh para pihak. Pihak-pihak yang 
berkontrak harus cakap hukum. Dalam hukum Islam pembentukan akad harus 
ada shighat akad yang disebut dengan ijab dan qabul agar suatu perjanjian 
tersebut sah dan berlaku.  
Objek akad dalam pembiayaan musyarakah terdiri dari modal, kerja, 
keuntungan dan kerugian. Pertama, modal yang diberikan harus berupa uang 
tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
18
 Musyarakah dengan pemberian 
modal (seperti dalam al-inân) yang dimana dalam sebuah perjanjian 
menyertakan satu kesatuan dana. Seorang mitra tidak diizinkan untuk 
mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
19
 Dalam 
hukum Islam seorang mitra dapat meminta untuk menyediakan jaminan atas 
kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
 20
 Kedua, kerja masing-masing mitra 
kerja sesuai kontrak musyarakah akan tetapi kesamaan porsi kerja dalam 
musyarakah bukanlah merupakan syarat. Sehingga dalam pembiayaan 
musyarakah porsi modal tidak harus sama. Ketiga, keuntungan harus 
dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa 
pada waktu alokasi keutungan atau ketika penghentian musyarakah.
21
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Menurut pendapat Maliki, dan mazhab Syafi‟i Dalam alokasi 
keuntungan di antara mitra, keuntungan proposional sesuai modal dimana 
keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional tidak 
memandang jumlah pekerjaan yang dilaksanakan para mitra sama atau tidak. 
Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali 
menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal 
bila pada akad telah ditentukan di awal dan disepakati kedua belah pihak.
22
 
 Keempat, kerugian harus dibagi antara para mitra secara 
proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
23
 Para ulama 
sepakat bahwa kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional 
terhadap saham masing-masing dalam modal. Mereka mendukung pendapat 
ini dengan perkataan Ali bin Abi Thalib r.a., “Keuntungan harus sesuai 
dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional 
dengan modal mereka”.24 
Dalam fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/VI/2000 dijelaskan juga 
mengenai biaya operasional dan persengketaan. Biaya Biaya operasional 
dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan 
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
25
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F. Tinjaun Pustaka 
Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa kontribusi 
keilmuan dalam skripsi ini dan berapa banyak orang lain yang sudah 
membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, seperti dari beberapa 
buku-buku, skripsi, jurnal dan lain-lain yang sejenis dengan skripsi ini. 
Beberapa buku dan skripsi yang penulis temukan adalah: 
Dalam buku karya Muhammad Syafi‟i Antanio yang berjudul Bank 
Syariah dari teori ke praktik dimana yang salah satu bab nya berisi tentang 
Al-Musyarakah dalam bab tersebut terdapat pengertian al-musyarakah, 
landasan syarah, jenis-jenis al-musyarakah, aplikasi dalam perbankan dan 
juga manfaat al-musyarakah. Dalam buku tersebut menyebutkan bahwa 
prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad 
utama yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara‟ah, dan al-musaqah. 
Dimana ia berpendapat bahwa prinsip bagi hasil yang paling banyak dipakai 
adalah musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara‟ah dan al-
musaqah di pergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan 
pertanian oleh beberapa bank Islam. 
Dalam buku karya Muhammad yang berjudul manajemen dana bank 
syariah, buku tersebut dalam bab II membahas mengenai konsep dasar produk 
syariah yang salah satu sub nya membahas mengenai pembiayaan atas dasar 
akad musyarakah, dalam mekanisme pembiayaan musyarakah bank dan 
nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama 
menyediakan dan atau diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, untuk 
13 
 
 
membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. dalam pembiayaan musyarakah 
bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi 
modal masing-masing. 
Dalam buku Ahmad Dahlan yang berjudul Bank Syariah Teoritik, 
Praktik, Kritik yang di salah satu bab nya membahas mengenai membahas 
mengenai akad musyarakah. Musyarakah (join venture profit sharing) adalah 
kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana (a‟mal, capital), atau 
keahlian/menajeral (a‟mal, expertise), dengan kesepakatan keuntungan dibagi 
bersama, dan jika terjadi kerugian di tanggung bersama.  
Dalam buku karya Siah Khosyi‟ah yang berjudul Fiqh Muamalah 
Perbandingan yang disalah satu bab nya membahas mengenai Syirkah. Dalam 
bab tersebut menjelaskan mengenai pengertian dan landasan hukum, bentuk-
bentuk musyarakah, rukun dan syarat pada akad musyarakah dan juga 
membahas mengenai aturan alokasi keuntungan dan kerugian dalam 
pembiayaan musyarakah. 
Skripsi dari Siti Hanifah dengan judul “Aplikasi Sistem Pembiayaan 
Musyarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Pada Bank Syariah Cabang 
Surakarta), IAIN Surakarta, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, 2010, 
dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan pada aplikasi sistem 
pembiayaan musyarakah dan apakah sistem pembiayaan musyarakah sudah 
sejalan dengan hukum Islam. Dan hasil dari penelitian ini, bahwa sistem 
pembiayaan musyarakah sudah sejalan dengan hukum Islam. tetapi dalam 
14 
 
 
penyelesaian perselisihan berdasarkan data pada tahun 2009 dalam akad 
penunjuk pengadilan dalam lingkup pengadilan umum, padahal seharusnya 
penyelesaian sengketa perbankan merupakan kompentasi absolute Pengadilan 
Agama. 
Skripsi dari Inarotul Ulya MS dengan judul “Praktik Pembiayaan 
Musyarakah di BMT Harum Bangsri Jepara Dalam Perspektif Hukum 
Islam”, Universitas Islam Negeri Walisingo Semarang, Jurusan muamalah, 
Fakultas Syari‟ah, 2015, dalam penelitian ini peniliti menitikberatkan pada 
praktik pembiayaan musyarakah pada BMT Harum Bangsri Jepara dalam 
prefektif hukum Islam. 
Skripsi dari Nita Setyawati dengan judul “Analisis Akad Pembiayaan 
Musyarakah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Artha Barakah Jl Imogiri 
Barat Ketandan Imogiri Bantul.” Universitas Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Dan 
Komunikasi, 2015 dalam penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan pada 
prosedur akad musyarakah, mekanisme akad pembiayaan musyarakah dan 
apa yang menjadi kendala oleh para pihak dalam pelaksanaan pembiayaan 
musyarakah.  
Skripsi dari M. Khoirul Hidayatullah, dengan judul “Analisis 
Pembiayaan Musyarakah Harian di Kjks Ar Rahmah Gringeng Batang”, 
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jurusan Perbankan Syariah, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015. Dalam penelitian ini peneliti 
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menitikberatkan pada prosedur pembiayaan musyarakah dan analisis 
pembiayaan musyarakah harian. 
Dari penelitian di atas dengan penelitian yang sekarang terdapat 
persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Adapun persamaannya adalah 
terletak pada akad pembiayaan musyarakah. Sedangkan yang membedakan 
penelitian ini adalah objek yang digunakan oleh peneliti yaitu mekanisme 
akad pembiayaan musyarakah dan kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-
MUI/IV/2000. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) 
dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif 
atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya 
adalah bahwa peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan 
pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.
26
 
Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tetang mekanisme 
akad pembiayaan musyarakah di BPRS Dana Mulia. 
2. Sumber Data 
Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal 
yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak segala 
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informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian 
informasi, yaitu yang berkaitan dengan penelitian.
27
 
a. Data Primer  
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 
data kepada pengumpul data.
28
 Data tersebut berupa keterangan-
keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui 
wawancara melalui pihak-pihak yang mengetahui objek yaitu dengan 
bapak Amri selaku direksi, bapak Sugito selaku wakil direksi, bu Umi 
selaku administrasi dan bu Dani selaku teller BPRS Dana Mulia yang 
melayani atau mengelola mengenai akad pembiayaan musyarakah. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
atau lewat dokumen.
29
 Fungsi dari data ini adalah untuk memberi 
keterangan tambahan atau keterangan pendukung data primer. 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di BPRS Dana Mulia Surakarta 
dengan alamat di Jl. KH. Agus Salim No. 10 Kelurahan Sondakan, 
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. 
 
 
                                                             
27
 Tatang  M. Amirin, Menyusun Rancana Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
1995), hlm. 130. 
28
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 
2014), hlm.137. 
29
 Ibid, hlm.137.  
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Wawancara (interview) merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog 
secara lisan antara pewancara (interviewer) dengan responden atau 
orang yang diinterviw (interviewee) dengan tujuan untuk memperoleh 
informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
30
 Wawancara yang digunakan 
dalam penelitian ini masuk katagori wawancara terbuka, dimana terdiri 
dari pertanyaan-pertanyaan yang demikian rupa bentuknya sehingga 
responden atau informan tidak terbatas dengan jawaban-jawabannya 
kepada beberapa kata saja atau hanya kepada jawaban “ya atau “tidak” 
saja, tetapi dapat mengungkapkan keterangan-keterangan, dan cerita-
cerita yang panjang.
31
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara 
(interview) dengan direktur, wakil direktur, dan staff yang menangani 
langsung kegiatan operasional lembaga perbankan tersebut. Dengan 
wawancara ini, peneliti dapat memperoleh hasil yang lebih mendalam 
atas penelitian ini. 
b. Metode dokumentasi merupakan suatu teknik data yang dengan 
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen 
tertulis, gambar maupun elektronik.
32
 dokumen yang diperlukan dalam 
                                                             
30
Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Istrumen Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2012), hlm.hlm. 40. 
31
 Koetjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 1997), hlm. 140. 
32
 Nana Syaodih Sukamadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2013), hlm. 221. 
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penelitian ini berupa brosur, data dan dokumen-dokumen di BPRS 
Dana Mulia Surakarta. 
5. Analisis Data 
  Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif artinya sebagai 
rangkaian proses menjaring data-data informasi yang dinilai sewajarnya 
mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. Agar mendapatkan data 
yang benar-benar valid maka data-data yang sudah terkumpul akan penulis 
analisis dengan menggunakan analisis data induktif. Induktif yaitu cara 
berpikir yang berangkat dari fakta khusus kemudian ditarik suatu 
generalisasi yang sifatnya umum. Yaitu diambil dari fakta yang ada 
kemudian setelah itu diuraikan berdasarkan teori-teori yang sudah ada 
sebagai acuan untuk menganalisis. Dalam menganalisis penulis 
menggunakan fatwa DSN-MUI dan hukum Islam.  
 
H. Sistematika Penelitian 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai isi 
dan pembahasan, maka proposal ini disusun menurut kerangka sistematik 
sebagai berikut : 
BAB I berisi pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan. 
BAB II membahas landasan teori meliputi pengertian akad, asas-asas 
akad, pembentukan akad, berakhirnya akad, pengertian mengenai 
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pembiayaan, unsur pembiayaan, jenis pembiayaan, pengertian musyarakah, 
dasar hukum musyarakah, jenis musyarakah, tujuan pembiayaan dan manfaat 
musyarakah, rukun dan syarat-syarat pembiayaan musyarakah, hukum 
musyarakah, praktik pembiayaan musyarakah, mekanisme bagi hasil pada 
akad pembiayaan musyarakah, dan fatwa DSN MUI tentang musyarakah. 
BAB III membahas tentang gambaran umum BPRS Dana Mulia 
Surakarta. Bab ini berisi tentang profil BPRS Dana Mulia Surakarta, visi dan 
misi, struktur organisasi, produk-produk, mekanisme akad pembiayaan 
musyarakah, hak dan kewajiban, pembagian hasil, penyelesaian sengketa. 
BAB IV membahas tentang analisis terhadap mekanisme akad 
pembiayaan musyarakah, di BPRS Dana Mulia Surakarta. Analisis ini 
merupakan hasil uraian yang dilakukan oleh penulis guna mendapatkan 
pemahaman yang mendalam tentang mekanisme akad pembiayaan 
musyarakah. Analisis ini merupakan bab yang menguraikan tinjauan hukum 
Islam terhadap implementasi akad pembiayaan musyarakah pada BPRS Dana 
Mulia Surakarta (akad, pembagian pasil, hak dan kewajiban dan penyelesaian 
mudharib bermasalah). 
BAB V ini berisi Penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi 
ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman penelitian, dan 
pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 
 
A. Akad  
1. Pengertian Akad 
Secara etimologis, akad mempunyai arti; menyimpulkan, 
mengikatkan (tali).
33
 Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, 
perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana 
seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau 
lebih.
34
 Sedangkan secara terminologis, menurut kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara 
dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan 
hukum tertentu.
35
 Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebut akad berarti 
perjanjian dan permufakatan (al-ittifaq), pertalian mengikat secara 
bersama-sama.
36
 
Menurut Taufiq yang dikutip dalam Wahbah al-Zuhaili, ada dua 
definsi akad menurut syariah. Akad adalah perikatan antara dua ucapan 
yang mempunyai akibat hukum. Definisi lainnya, akad adalah apa yang 
                                                             
33
 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indoensia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 
52. 
34
 Abdul Ghofur Anshari, Hukum Perjanjian Islam di Indoensia, (Yogyakarta : Gadjah 
Mada University Press, 2010), hlm. 22. 
35
 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indoensia… hlm. 52. 
36
 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras), hlm.103. 
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menjadi ketetapan seseorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya 
dalam satu kehendak atau dua kehendak.
37
 
Menurut para ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau 
perjanjian, sebagaimana ulama mazhab dari kalangan Syafi‟iyah, 
Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan 
atau perjanjian. Ibnu Tamiyah mengatakan bahwa akad adalah setiap 
perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan 
aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan dan pembebasan.
38
 
Menurut Ahmad Azhari Baysir, akad adalah suatu perikatan atau 
ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak dan menetapkan 
adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.
39
 Ijab adalah peryataan pihak 
pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah 
peryataan pihak kedua untuk menerimanya.
40
 Menurut Pasal 1 angka (13) 
UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, akad adalah 
kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) 
dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-
masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Abdul Ghafur 
Ansahri, perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah 
satu pihak, dan pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa 
melakukan kewajiban kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak 
                                                             
37
 Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah, 
(Yogyakarta:Katalog dalam terbitan (KDT), hlm. 40. 
38
 Muhamad Asro, dan Muhamad Kholid, Fiqh Perbankan, (Bandung: Pustaka Setia, 
2011), hlm.73. 
39
 Mardani, Hukum Perikatan Syariah(Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 52. 
40
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.6. 
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merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya. Rahmat Syafe‟i 
membagi definisi akad kepada definisi umum dan definisi khusus. Definisi 
umum dari akad, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang 
berdasarkan keinginan sendiri seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang 
pembentukannya membutuhkan keinginan atas dua orang seperti jual beli, 
perwakilan, dan gadai. Sedangkan definisi khusus dari akad, yaitu 
perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara‟ 
yang berdampak pada objeknya.
41
 
 
2. Asas-Asas Akad 
Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas 
ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka 
akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Asas-asas 
akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan 
lainnya. adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut: 
1. Kebebasan (Al-Hurriyah) 
Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan  
merupakan prinsip dasar pula dari akad/hukum perjanjian. Pihak-
pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat 
perjanjian, baik dari segi materi/isi yang diperjanjikan, menentukan 
pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan 
perjanjian dengan siapa pun, maupun bentuk perjanjian (tertulis atau 
                                                             
41
 Mardani, Hukum Perikatan Syariah…, hlm. 53 
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lisan) termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi 
sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak 
bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.
42
  
Konsep kebebasan (al-hurriyah) ini dalam KUH Perdata 
dinamakan asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum 
(pacta sunt servanda). Menurut asas tersebut, semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Kebebasan berkontrak 
mengandung makna bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian 
baru di luar perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata dan 
bahkan isinya menyimpang dari perjanjian bernama. Berdasarkan asas 
kebebasan berkontrak, setiap orang memiliki kebebasan untuk 
mengadakan perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga sepanjang 
tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, 
ketertiban umum dan kesusilaan yang baik.
43
 
2. Persamaan atau kesetaraan (Al-Musawah) 
Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak 
yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara 
satu dan lainnya. pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-
masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Dasar 
hukum dari asas ini adalah QS. Al-Hujurat (49): 13.
44
 
                                                             
42
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian…, hlm. 15. 
43
 Ibid.,  hlm.18. 
44
 Ibid. 
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            
       
 
Hai manusia, sesungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kai jadikan kamu 
bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah 
orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguh, Allah Maha 
Mengetahui, Mahateliti.
45
 
 
Asas persamaan atau kesetaraan (Al-Musawah) sering 
dinamakan juga asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian. 
Sebagaimana asas equlity before the low, maka kedudukan para pihak 
dalam perjanjian adalah seimbang (equal). Meskipun demikian, secara 
fakual terdapat keadaan dimana salah satu pihak memiliki kedudukan 
yang lebih tinggi dibanding pihak lainnya, seperti hubungan pemberi 
fasilitas dengan penerima fasilitas, adanya perjanjian-perjanjian baku 
(standard contract) yang memaksa pihak lain seolah-olah tidak 
memiliki pilihan selain take it our leave it. Hukum Islam mengajarkan 
bahwa standard contract tersebut tetap sifatnya hanya merupakan 
usulan atau penyajian („ardh al-syuruth) dan bukan bersifat final yang 
harus dipatuhi pihak lainnya (fardh al-syuruth).
46
 
3. Keadilan (al-„Adalah) 
                                                             
45
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, jilid 9, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 419. 
46
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian…, hlm. 19. 
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Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Alquan 
menekankan afar manusia menjadikannya sebagai ideal moral (Qs Al-
anfal (7):29, QS. An-Nahl (16):90, dan QS. Asy-syura (42): 15). 
Bahkan Alquran menempatkan keadilan lebih dekat kepada takwa (QS 
Al-Ma‟idah (5): 8-9). Pelaksanaan asas ini dalam akad, di mana para 
pihak melakukan akad di tuntut untuk berlaku besar dalam 
pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang 
telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (QS. Al-
Baqarah (2):177, QS. Al-Mu‟minun (23): 8, dan QS. Al-Ma‟idah 
(5):1). 
Asas ini berkaitan dengan asas kesamaan, meskipun 
keduanya tidak sama, dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah 
satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang 
lain, dan/atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat. 
Bunyi dari ayat-ayat Alquran berkaitan dengan keadilan adalah 
sebagai berikut.  
          
         
Katakanlah: “Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah 
wajahmu (kepada Allah), pada setiap salat, dan sembahlah Dia 
dengan mengiklaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya kamu 
akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan 
semula. QS. Al-„Araf (7): 2947 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, jilid 8, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 320. 
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4. Kerelaan/Konsensualisme (Al-Ridhaiyyah) 
Dasar asas ini adalah kalimat antaradhin minkum (saling rela 
diantara kalian) sebagaimana terdapat dalam Alquran Surah An-Nisa‟ 
(4): 29 
          
           
  
Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dalam pedagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di 
antara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu. Sungguh, 
Allah Maha Penyayang kepadamu.
48
 
 
Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan 
harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk 
kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata 
sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. dalam 
hukum Islam, secara umum perjanjian bersifat kerelaan/konsensual. 
Kerelaan antara pihak-pihak yang bertekad dianggap sebagai prasyarat 
bagi terwujudnya semua transaksi.
49
 
Asas al-ridhaiyyah ini dalam KUH Perdata sering dinamakan 
asas konsensualisme atau asas konsensuil. Asas ini termuat dalam 
Pasal 20 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, dan 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, jilid 1, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 153. 
49
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian…, hlm. 22. 
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merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kebebasan berkontrak. 
Pada umumnya perjajian-perjanjian itu adalah bersifat konsensuil, 
misalnya perjanjian jual beli, tukar menukar dan sewa menyewa. Pasal 
1458 KUH Perdata menyatakan jual beli dianggap telah terjadi 
seketika setelah tercapai kata sepakat tentang benda dan harganya, 
meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. 
Namun, adakalanya ketentuan perundang-undangan 
menetapkan suatu formalitas bagi pembuat perjanjian, harus dibuat 
secara tertulis atau dengan akta notaril dengan ancaman batalnya 
perjanjian apabila tidak dipenuhi syarat formil tersebut (perjanjian 
formil). Misalnya, perjanjian kredit/pembiayaan harus dibuat secara 
tertulis, dan surat kuasa memasang hak tanggungan harus dibuat 
dengan akta notaril.
50
 
5. Kejujuran dan kebenaran (Ash-Shidq) 
Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. 
Islam adalah nama lain dari kebenaran (QS. Ali Imran (3): 95). Allah 
berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam 
segala urusan dan perkataan (QS. Al-Ahzab (33): 70). Adapun bunyi 
kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut.
51
 
              

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 Katakanlahlah (Muhammad), “Benarah (segala yang 
difirmankan) Allah.” Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan 
dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. (QS. Ali Imran (3): 95).
52
 
 
 
Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan 
dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada 
pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu 
dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka 
akan merusak pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak 
berdasarkan pada asas ini dapat menghentikan proses perjanjian 
tersebut.
53
 
6. Kemanfaatan (Al-Manfaat) 
Asas manfaat maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan 
oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi 
mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau 
keadaan memberatkan (masyaqqah) kemanfaatan ini antara lain 
berkenaan dengan objek akad. Dengan kata lain barang atau usaha 
yang menjadi objek akad dibenarkan (hahal) dan baik (thayyib). Dasar 
dari objek yang bermanfaat antara lain:
54
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Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 
apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 
nyata bagimu.(QS. Al-Baqarah (2): 168)
55
 
 
7. Tertulis (Al-Kitabah) 
Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan 
akad adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran Surat Al-
Baqarah (2): 282-283. 
Kedua ayat di atas, mengisyaratkan agar akad yang dilakukan 
benar-benar berbeda dalam kebaikan bagi semua pihak yag melakukan 
akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis (kitabah). Asas 
kitabah ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak 
tunai (kredit). Di samping juga diperlukan adanya saksi-saksi 
(syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung 
jawab individu.
56
 
 
3. Pembentukan Akad 
Pembentukan akad dipenuhi oleh unsur-unsur 
a. Shighat Akad 
Adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang 
menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya akad, yang ditunjukkan 
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dengan lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Shighat akad ini disebut 
dengan ijab dan qabul.
57
 
b. Teknik pengucapan (shighat) ijab dan Qabul 
Teknik pengucapan atau metode dalam berijab dan qabul ada beberapa 
cara, yaitu sebagai berikut: 
1) Akad dengan lafaz (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang 
dipahami oleh kedua belah pihak. 
2) Isi lafaz, yaitu kaliamat yang diucapkan dapat menyebutkan barang 
yang dimaksudkan dalam akad atau tidak menyebutkannya. 
3) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya 
jual beli di swalayan, karena barang sudah dibandrol, pembeli 
langsung berakad dengan perbuatan. 
4) akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat 
berbicara atau yang tunarungu. 
5) Akad dengan tulisan adalah akad terbaik karena dengan adanya tulisan, 
kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai 
kekuatan hukum.
58
 
c. Persyaratan akad 
Persyaratan terjadinya akad ada dua macam: 
1) Syarat yang bersifat umum. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi 
dalam berbagai macam akad sebagai berikut: 
a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). 
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b) Yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya. 
c) Akad itu diizinkan oleh syara‟ 
d) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn 
(gadai) dianggap sebagai imbangan amanah (kepercayaan) 
e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul.  
f) Ijab dan kabul mestinya bersambung, sehingga bila seseorang yang 
berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut 
menjadi batal. 
2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya 
wajib ada dalam sebagian akad.
59
 
d. Subjek akad 
Subjek akad adalah sebagai berikut. 
1) Al-Aqid (orang yang akad) 
Adalah orang yang melakukan akad. Orang pertama dan kedua 
sebagai pihak-pihak yang akan melakukan perserikatan.
60
 Oleh karena 
itu, pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama 
pembentukan suatu perjanjian. Cakupan subjek akad ini fiqh pada 
awalnya lebih menunjukkan kepada perseorangan dan tidak dalam 
bentuk badan hukum. Namun sesuai dengan perkembangan akad ini 
tidak hanya berupa perorangan tetapi juga dalam bentuk badan 
hukum.
61
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2) Al-Wilayah (kekuasaan) 
Al-Wilayah berarti penguasaan terhadap urusan atau 
kemampuan mengurus dan menegakkan perkara yang diperjanjikan. 
Artinya mengenai kemapuan subjek akad dalam melaksanakan akad 
dan memberdayakan benda-benda yang diakadkan.
62
 
e. Mahal Aqd (Al-Ma‟qud Alaih) 
Mahal Aqd (Al-Ma‟qud Alaih) adalah objek akad atau benda-
benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak dan membekas. Barang 
tersebut dapat berbentuk harta benda: seperti barang dagang; benda bukan 
harta, seperti dalam akad perkawinan; dapat pula berbentuk suatu manfaat 
benda dan jasa, seperti dalam perburuhan.
63
 
f. Prinsip berakad. 
Prinsip utama dalam berakad adalah saling merelakan dan 
kebebasan dalam berakad. Setiap orang bebas melakukan akad dengan 
syarat ada itikad baik. Akad yang tidak sah adalah akad yang dilakukan 
dengan itikad buruk, yaitu: 
a. Paksaan. Paksaan akan mengakibatkan ketidakrelaan pihak yang akan 
melakukan akad; 
b. Penipuan yang menyebabkan penipuan pihak lain; 
c. Kelalaian; 
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d. Penyimpangan dari syariat yang sudah diterapkan, misalnya membeli 
ikan di dalam kolam. Menjual barang dengan sengaja 
menyembunyikan kerusakannya.
64
 
 
4. Berakhirnya Akad 
Akad akan berakhir, jika dipenuhi hal-hal berikut: 
1. Berakhirnya masa berlaku akad 
Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan 
perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara 
otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh 
para pihak.
65
 
Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat pada QS. At-Taubah (9):4 
2. Dibatalkan oleh pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan akad atau 
pemutusan akad (fasakh). 
Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan 
perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan 
perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa 
menyangkut objek perjanjian (error in objecto), maupun mengenai 
orangnya (error in persona).
66
 
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir 
jika: 
                                                             
64
 Ibid., hlm. 81. 
65
 Mardani, Hukum Perikatan Syariah…, hlm. 70. 
66
 Ibid,…hlm. 71. 
34 
 
 
a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun 
atau syaratnya tidak terpenuhi. 
b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyah. 
c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. 
d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.67 
e. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini 
para ulama fiqh mengatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir 
dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang 
berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di 
antaranya akad sewa menyewa, al-rahn, al-kafalah, al-syirkah, al-
wakalah, dan al-muzara‟ah. akad juga akan berakhir dalam ba‟i al-
fudhul (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada 
persetujuan orang lain) apabila tidak dapat persetujuan dari pemilik 
modal.
68
 
 
B. Pembiayaan 
1. Pengertian Pembiayan 
Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I 
trust, yaitu „saya percaya‟ atau saya menaruh kepercayaan‟. Perkataan 
pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh 
kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang 
diberikan kepada bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus 
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digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-
syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
69
 
Kaitannya dalam pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah 
teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank 
Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syari‟ah baik 
dalam rupiah maupun vatula asing dalam bentuk pembiayaan piutang, 
qardh, surat berhaga syari‟ah, penempatan, penyertaan modal, Sertifikat 
Wadi‟ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 
tanggal 19 Mei 2003).
70
 
Selain hal yang di atas, berikut ini dapat pula dikemukakan 
beberapa pengertian lain tentang pembiayaan atau kredit yang umum di 
kenal luas oleh masyarakat yakni: 
1. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, 
termasuk: 
a) Pemberian surat berharga customer yang dilengkapi dengan Note 
Purchasing Agreement (NPA). 
b) Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.71 
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Dengan demikian dalam pratiknya pembiayaan adalah: 
a) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan 
harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama 
dikemudian hari. 
b) Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian 
tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) 
yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. 
c) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat 
menggunakannya untuk tujuan tertentu, dan atas pertimbangan 
tertentu pula.
72
 
 
2. Unsur Pembiayaan 
Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, 
dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. 
Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan harus benar-benar harus 
dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai 
dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. 
Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah: 
1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan 
penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan 
dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang 
saling menguntungkan, yang diartikan pula sabagai kehidupan saling 
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tolong-menolong sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ma‟idah 
(5) ayat 2.
73
 
2. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan 
atas prestasi, yaitu potensi mudharib. 
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dangan 
pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul 
maal. janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis, (akad 
pembiayaan) atau berupa instrument (credit instrument), sebagaimana 
firman Allah dalam Surat Al-Baqaeah (2) ayat 282.
74
 
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul maal kepada 
mudharib. 
5. Adanya unsur waktu (timer element). Unsur waktu merupakan unsur 
esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik 
dilihat dari shahibul maal maupun dilihat dari mudharib. Misalnya, 
penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih 
besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan 
karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
75
 
6. Adanya unsur resiko (degree of risk) baik dipihak shahibul maal 
maupun dipihak mudharib. Resiko di pihak shahibul maal adalah 
resiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha 
(pinjaman komersil) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman 
konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko dari pihak 
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mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain 
berupa, shahibul maal yang dari semula dimaksudkan oleh shahibul 
maal untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah 
yang dijaminkan.
76
 
 
3. Jenis-jenis Pembiayaan 
Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank islam 
memiliki banyak jenis pembiayaan.
77
 Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya 
dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya: 
1. Pembiayaan menurut tujuan 
Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi: 
a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 
b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 
melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. 
2. Pembiayaan menurut jangka waktu 
Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi: 
a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan 
dengan waktu sampai dengan 1 tahun. 
b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan 
dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 
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c) Pembiayaan pada jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan 
dengan waktu lebih dari 5 tahun. 
Jenis pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan dalam bentuk    
aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu: 
1. Jenis aktiva produktif pada bank Islam, dialokasikan dalam bentuk 
pembiayaan sebagai berikut: 
a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan 
dengan prinsip ini meliputi: 
1) Pembiayaan Mudharabah 
Aplikasi: Pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, 
pembiayaan ekspor. 
2) Pembiayaan Musyarakah 
Aplikasi: Pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor. 
b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), untuk jenis 
pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: 
1) Pembiayaan murabahah 
Aplikasi: Pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan 
konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor. 
2) Pembiayaan Salam 
Aplikasi: Pembiayaan sektor pertanian dan produk 
manufakturing.
78
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3) Pembiayaan Istishna‟ 
Aplikasi: Pembiayaan konstruksi/proyek/produk manufakturing. 
c) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk pembiayaan ini di 
klasifikasikan menjadi pembiayaan: 
1) Pembiayaan Ijarah, dan 
2) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina 
d) Surat Berharga Islam 
Surat barharga Islam adalah surat bukti berinvestasi 
berdasarkan prinsip Islam yang lazim diperdagangkan di pasar uang 
dan/atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi Islam, sertifikasi 
dana Islam, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip Islam. 
e) Penempatan 
Penempatan adalah penanaman dana bank Islam pada Bank 
Islam lainnya dan/atau Bank Perkreditan Islam antara lain dalam 
bentuk giro, dan/atau tabungan wadiah, deposito berjangka dan/atau 
tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat Investasi 
Mudharabah Antara Bank (Sertifikat IMA), dan/atau bentuk-bentuk 
penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. 
f) Penyertaan Modal 
Penyertaan modal adalah penanaman dana Bank Islam dalam 
bentuk saham pada perusahan yang bergerak dibidang keuangan 
Islam, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konvensi 
(convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis 
41 
 
 
transaksi tertentu berdasarkan prinsip Islam yang berakibat Bank 
Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang 
bergerak di bidang keuangan Islam.
79
 
 
C. Pembiayaan Musyarakah 
1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah 
Secara bahasa kata syirkah berarti al-ikhtilath (percampuran) dan 
persekutuan.
80
 Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta 
dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.
81
 Para faqih 
mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan 
keuntungan.
82
 Beberapa pengertian syirkah secara terminologi 
disampaikan oleh ulama mazhab sebagai berikut: 
Menurut ulama Hanafiah, syirkah secara istilah adalah 
penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang 
berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.
83
 Menurut fuqaha 
Malikiyah, al-syirkah adalah kebolehan (izin) ber-tasharuf bagi masing-
masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling 
memberikan izin kepada pihak lainnya men-tasharuf-kan harta (objek) 
perserikatan. Menurut fukaha Hanabilah, al-syirkah adalah persekutuan 
dalam hak dan tasharuf. Menurut fukaha Syafi‟iyah, al-syirkah adalah 
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berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan 
persekutuan.
84
  
Menurut Ismail Nawawi istilah kerja sama (syirkah) adalah 
keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan 
sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-
sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian 
dalam bagian yang ditentukan.
85
 Dalam istilah fikih, syirkah adalah suatu 
akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan besekutu 
dalam keuntungan.
86
 
Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 
untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam 
melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau amal/ 
expertise) berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan 
ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad 
jenis ini disebut profit & loss sharing.
87
  
Menurut Fathurrahman Djamil, syirkah adalah kerja sama usaha 
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-
masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa 
                                                             
84
 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah…, hlm. 227. 
85 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghadia Indonesia, 
2012), hlm. 151. 
86
Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi 
Operasional, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 180. 
87
 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 29. 
43 
 
 
keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan 
kesepakatan.
88
 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah adalah kerja 
sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, 
atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 
berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.
89
 
Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, musyarakah adalah akad 
kerja sama antara dua pihak atau usaha untuk usaha tertentu yang masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa 
keutungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 
kesepakatan. Dengan kata lain, dari berbagai definisi tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa syirkah adalah bentuk organisasi usaha yang 
mempunyai unsur: (1) pengkongsian dua pihak atau lebih; (2) kegiatan 
dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi; (3) pembagian laba atau 
rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian; (4) tidak menyimpang 
dari ajaran Islam.
90
 
Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan akad 
musyarkah akad kerja sama penggabungan (pencampuran) harta yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja 
sama sesuai dengan kesepakatan (perjanjian). 
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2. Dasar Hukum Syirkah 
Dasar Hukum syirkah sebagai berikut: 
1. Al-Qur‟an 
   
“…Maka mereka berserikat pada sepertiga…” (an-Nisaa‟:12) 
           
          
         
   
Artinya: “Dia (Daud) berkata, “sungguh, dia telah berbuat zalim 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada 
kambingnya memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu 
berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan 
Daud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan 
kepada Tahunnya lalu menyungkur sujud dan bertobat. “ (Q.S . Shad (38): 
24).
91 
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2. Hadis 
 
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi 
orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari 
mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku 
keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai 
shahih oleh Hakim.  
 
Hadis ini menunjukkan bolehnya syirkah (bersekutu/berserikat), 
dan sisi pendalilnya ialah bahwa Allah adalah pihak ketiga dari dua orang 
yang bersekutu selama tidak ada khianat di antara mereka berdua. Hadis 
ini menunjukkan anjuran bersikap amanah dan bahwasanya orang amanah 
akan ditolong Allah serta ancaman dari perbuatan khianat, dan jika 
seseorang berkhianat maka akan dicabut darinya keberkahan dan Allah 
berlepas diri darinya sehingga orang tersebut akan tertimpa kebinasaan dan 
kerugian. („Utsaimin).92 
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Dari al-Saib al-Mahzumy Radliyallaahu 'anhu bahwa ia dahulu 
adalah sekutu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam sebelum beliau 
diangkat menjadi Rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota 
Mekkah, beliau bersabda: "Selamat datang wahai saudaraku dan 
sekutuku." Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.  
 
Hadits ini menunjukkan bahwa syirkah sudah ada sejak zaman 
jahiliyah kemudian Islam mengakuinya dan menetapkannya sebab Islam 
membiarkan setiap perkara yang baik dan bermanfaat serta menggugurkan 
setiap perkara yang rusak dan membahayakan. Hadis ini juga 
menerangkan bahwa pergaulan dan nasihat yang baik dampaknya akan 
senantiasa langgeng walaupun setelah berlalunya waktu yang panjang, dan 
bahwasanya Nabi memiliki akhlak yang baik dan selalu menepati janji dan 
orang ini (Saib Al-Makhzumi) tidak bisa melupakan baiknya persahabatan 
Nabi dan indahnya pergaulan beliau. (Bassam)
93
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3. Jenis Musyarakah 
Para ulama fiqh membagi syirkah menjadi dua macam: 
1. Syirkah amlak (perserikatan dalam kepemilikan) 
Syirkah amlak adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, 
tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (ijbari). Oleh 
karena itu, syirkah amlak dibedakan menjadi dua: syirkah amlak-
ikhtiari, dan syirkah amlak-ijbari.
94
  
1) Syirkah amlak ikhtiari yaitu perserikatan yang muncul akibat 
tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat 
membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau 
wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat 
(bersama) bagi mereka berdua.
95
 Syirkah amlak ikhtiari antara lain 
terjadi dalam hal akad hibah, wasiat, dan pembelian. 
Contohnya seorang menghibahkan/memberikan sejumlah 
uang kepada dua orang siswa sekolah menengah yang kehabisan 
ongkos; maka uang tersebut menjadi milik dua siswa tersebut 
secara bersama (kepemilikan uang secara syirkah). Contoh lainnya 
seseorang berwasiat kepada dua anak angkatnya mengenai harta 
yang menjadi haknya, maka harta tersebut menjadi milik dua anak 
angkat secara bersama-sama apabila pewasiat meninggal dunia.
96
 
2) syirkah amlak-ijbari yaitu perserikatan yang muncul secara paksa 
bukan keinginan orang yang berserikat) artinya hak milik bagi 
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mereka berdua atau lebih tanpa di kehendaki oleh mereka. seperti 
harta warisan, yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. 
Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang 
memiliki hak warisan.
97
 
Menurut para fukaha, hukum kepemilikan syirkah amlak 
disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-
sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk 
menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang 
bersangkutan.
98
 
2. Syirkah al-uqud (perserikatan berdasarkan aqad) 
Yang dimaksud dengan syirkah uqud adalah dua orang atau 
lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal 
dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi 
dalam penanaman modal dari kesepakatan pembagian 
keuntungan.
99
 Pengertian lain dari al-uqud (syirkah Transaksional), 
yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam 
modal dan kerugian.
100
 Musyarakah akad tercipta dengan cara 
kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang 
dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat 
berbagi keuntungan dan kerugian.
101
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Musyarakah akad terbagi menjadi: al-inan, al-mufawadhah, 
al-a‟maal, al-wujuh, dan al-mudharabah.102 
a. syirkah al-„Inan  
Penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih 
yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki 
modal lebih besar dari pihak lain.
103
 Kedua pihak berbagi 
dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah 
disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing 
pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak 
harus sama, sesuai dengan kesepakatan mereka.
104
 Syirkah 
„inan adalah dua orang berkongsi dalam suatu urusan tertentu, 
tidak di dalam semua harta mereka, misalnya bersekutu dalam 
membeli suatu barang, hal demikian hukumnya adalah 
boleh.
105
 
b. Syirkah Mufawadhah  
perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja 
sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya 
sama dan keuntungan dibagi rata.
106
 Dalam syirkah 
mufawadhah ini masing-masing pihak harus sama-sama 
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bekerja.
107
 Degan demikian, syarat utama dari jenis al-
musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, 
tanggung jawab, dan beban utang dan dibagi oleh masing-
masing pihak.
108
  
Hanafi dan Maliki membolehkan syirkah muwafadhah. 
Namun, diantara mereka terdapat perbedaan mengenai 
bentuknya. Menurut pendapat Hanafi: Syirkah muwafadhah 
adalah dua orang berserikat pada suatu usaha yang mereka 
miliki, seperti emas dan mata uang, dan harus bersamaan 
modalnya. Oleh karena itu, menurut mereka jika modalnya 
tidak sama, maka pengkongsian menjadi tidak sah.
109
 
Maliki berpendapat: dalam syirkah muwafadhah boleh 
tidak sama besar modalnya, dan keuntungannya dibagi 
menurut perbandingan persentase modal masing-masing yang 
ditanam. Tidak ada perbedaan dalam masalah modal yang 
ditanam, baik berupa barang maupun uang. Juga, tidak 
dibedakan antara menjadikan perkongsian tersebut semua harta 
yang dimiliki atau sebagainya saja untuk usaha, serta sama saja 
antara harta mereka, apakah dicampur menjadi satu sehingga 
tidak dapat dibedakan atau dapat dibedakan sesudah dicampur 
menjadi satu, dan kekuasaan berada pada keduanya.
110
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Hanafi: syirkah hukumnya tetap sah, meskipun harta 
masing-masing perkongsian berada ditangannya tidak 
dikumpulkan. Adapun pendapat mazhab Syafi‟i dan Hambali 
bahawa syirkah demikian tidak sah.
111
 
Perbedaan Syirkah Mufawadhah dan „Inan112 
Aspek Syirkah 
mufawadhah 
Syirkah „Inan 
Manejeral/al‟amal 
(pekerjaan) 
Masing-masing 
50% 
Presentase tidak 
sama persis 
Capital/al-mal 
(permodalan) 
Masing-masing 
50% 
Prosentase tidak 
sama persis 
Profit sharing 50%:50% Sesuai dengan 
kontribusi di 
bidang manajeral 
dan capital 
 
c. Syirkah A‟maal  
adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk 
menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan 
dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek 
untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang 
penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah 
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kantor. Al-musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah 
abdan  atau sanaa‟i.113  
Tentang hukumnya, ulama malikiyah, hanafiyah, 
hanabilah zaidiyah membolehkan syirkah abdan ini. Karena 
tujuan syirkah ini mencari keuntungan dengan modal 
pekerjaan secara bersama.
114
 
d. Syirkah Wujuh 
Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang 
memiliki reputasi dan presentase baik serta ahli dalam bisnis. 
Mereka memberi barang secara kredit dari suatu perusahaan 
dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi 
dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada 
penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis ini tidak 
memerlukan modal karena pemberian secara kredit berdasar 
pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim 
disebut sebagai musyarakah piutang.
115
 
Syirkah Wujuh dan A‟mal116 
Aspek Syirkah Wujuh Syirkah abdal/a‟mal 
Manejera
l/al‟amal 
(pekerjaa
Keahlian sebagai 
syirkah dalam 
bentuk personal 
Berserikat dalam profesi 
yang sama atau antar 
profesi. 
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n) guarantee 
Capital/a
l-mal 
(permod
alan) 
- - 
Profit 
sharing 
Sesuai dengan 
kontribusi 
pekerjaan 
Sesuai dengan kontribusi 
pekerjaan 
 
4. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Musyarakah 
Menurut Muhammad Syaltut (guru besar hukum Islam di Mesir) 
sebagaimana dikutip oleh M. zaidi Abdad, bahwa syirkah merupakan 
perserikatan baru yang belum dikenal para fukaha masa lampau, tetapi 
baru dikenalkan oleh ahli ekonomi. Menurut nya tujuan dan manfaat dari 
adanya syirkah paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: 
a. Memberi keuntungan kepada anggota pemilik saham 
b. Memberi lapangan kerja kepada para karyawannya. 
c. Memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha syirkah untuk 
mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.
117
 
Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio terdapat banyak manfaat dari 
pembiayaan secara musyarakah ini, diantaranya: 
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a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu ada saat 
keuntungan usaha nasabah meningkat. 
b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada 
nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan 
pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah 
mengalami negative spread. 
c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus 
kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang 
benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena 
keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan 
dibagikan. 
e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan 
prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan 
(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang 
dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis 
ekonomi. 
Disamping manfaat sebagaimana tersebut di atas, al-musyarakah 
ada resiko yang harus diwaspadai dalam penerapan pembiayaan, di 
antaranya side streaming yakni nasabah menggunakan dana itu bukan 
seperti yang disebut dalam akad. Atau lalai dan kesalahan yang disengaja. 
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Dapat juga dengan cara penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila 
nasabahnya tidak jujur.
118
 
 
5. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah 
Rukun musyarakah terdiri atas ijab dan kabul (ungkapan 
penawaran dan ungkapan penerimaan dalam perjanjian) antara pihak yang 
terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad), seperti 
dana dan pekerjaan/usaha. 
Syarat musyarakah yaitu sebagai berikut. 
1. Ijab kabul. Persyaratan khusus untuk kontrak musyarakah tidak ada, 
yang ada hanya ucapan/ungkapan yang menyatakan tujuannya. 
Perjanjian/kontrak tersebut sebaiknya sesuai dengan apa yang 
dijanjikan dan tercantum dalam akad tertulis. Perjanjian musyarakah 
sebaiknya menggunakan notaris secara tertulis di hadapan saksi. 
2. Para pihak yang membuat kontrak, yaitu perjanjian antara pihak yang 
berkepentingan atau berkompeten dalam menetapkan persyaratan yang 
ditetapkan dalam kontrak/perjanjian.
119
 
3. Objek kontrak (dana dan kerja) dana atau modal diberikan harus uang 
tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati 
hal ini. Beberapa ulama juga memberi kemungkinan pula bila modal 
berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, 
perlengkapan, dan sebagainya. Mazhab Syafi‟i dan Maliki 
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mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus 
dicampur. Tetapi mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat itu jika 
modal dalam bentuk tunai, sedangkan mazhab Hambali tidak 
mensyaratkan pencampuran dana.
120
 
Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah 
ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka 
menyatakan tidak akan ikut serta mengangani pekerjaan dalam kerja 
sama itu. Namun tidak ada keharusan mereka memegang beban kerja 
secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari 
yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi 
dirinya.
121
 
 
6. Hukum Musyarakah 
Pelaksanaan musyarakah mengandung aspek-aspek hukum secara 
operasional yang dikemukakan oleh Firdaus secara terperinci dijelaskan 
dalam uraian-uraian di bawah ini. 
Berikut ini adanya ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan 
operasi modal dan pemeliharaannya. 
1. Hukum tentang modal 
a. Kekuasaan perwakilan dan pengaturan 
Seseorang mitra berhak untuk mengatur aset musyarakah 
dalam proses bisnis normal. Musyarakah dengan pemberian modal 
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(seperti dalam al-inân) menciptakan sebuah satu kesatuan dana. 
Lalu setiap mitra memberi wewenang itu bila ia menggunakannya 
secara baik dengan memelihara kepentingan mitra lainnya. seorang 
mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan 
dana untuk kepentingan sendiri.
122
 
b. Modal yang tidak dijamin 
Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, 
karena musyarakah berdasarkan prinsip al-ghunmu bil ghunmi hak 
untuk mendapatkan keuntungan berhubungan dengan resiko yang 
diterima tetapi seorang mitra dapat meminta yang lain untuk 
menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang 
disengaja.
123
 
2. Hukum tetang pekerjaan 
Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah merupakan 
ketentuan dan tidak seorang pun dapat dikecualikan.
124
 Masing-masing 
mitra kerja sesuai kontrak musyarakah tersebut, hal ini diatur oleh 
hukum-hukum fikih, diantaranya sebagai berikut. 
1) Perwakilan dalam kerja 
Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas 
nama pribadi dan wakil mitranya. Ini diatur oleh hukum dasar dari 
kontrak perwakilan dalam fikih Islam. beberapa dari hukum ini 
berhubungan dengan pimpinan, sebagain berhubungan dengan wakil, 
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dan sebagaian lainnya berhubungan dengan hal-hal yang menjadi 
objek perwakilan. Semua itu harus dijelaskan dalam kontrak 
musyarakah.
125
 
2) Wilayah kerja 
Peraturan ini menyangkut penentuan wilayah kerja bagi 
setiap mitra. Pekerjaan ini termasuk urusan manajemen bisnis, 
seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, pengembangan progam 
eksekutif, tindak lanjut, supervise, penilaian kinerja dan pembuatan 
keputusan.
126
 
3) Penunjukkan pekerja 
Seorang mitra dapat menunjuk pekerja untuk melaksanakan 
tugas di luar wilayah kerja perorangan. Ongkos pekerja tersebut 
merupakan tanggungan musyarakah, jika seseorang mitra 
memperkerjakan orang lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi 
bagiannya, ongkos yang timbul harus ditanggungnya sendiri.
127
 
4) Pinjaman, meminjam, hadiah dan sumbangan sosial 
Mitra tidak boleh meminjamkan uang atas nama musyarakah. 
Demikaian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal 
musyarakah, menyumbangkan atau menghadiahkan uang tersebut, 
kecuali hal itu telah disepakati dengan mitra.
128
 
 
                                                             
125
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan,… hlm. 156. 
126
 Ibid. 
127 Ibid. 
128
 Ibid. 
59 
 
 
 
3. Hukum tentang keuntungan 
Keuntungan yang harus dikuantitatifkan atau dinilai jumlahnya. 
Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak musyarakah agar tidak 
mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan 
dan penghentikan musyarakah.
129
 
4. Hukum tentang alokasi keuntungan bagi mitra. 
Para ulama berbeda pendapat dalam masalah alokasi keuntungan 
di antra para mitra, berikut ini adalah ringkasan pendapat-pendapat 
tersebut. 
a. Pembagian keutungan proposional sesuai modal 
Menurut pendapat ini, keuntungan harus dibagi diantara para 
mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa 
memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para 
mitra sama ataupun tidak. Ini merupakan pandangan mazhab Maliki 
dan mazhab Syafi‟i. menurut mereka keuntungan adalah hasil modal. 
Karennya, pembagian keuntungan harus proporsional.
130
 
b. Pembagian keuntungan tidak secara proporsional 
Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali menyetujui pembagian 
keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para mitra 
membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argument mereka 
didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hasil 
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modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah 
satu mitra berpengalaman, ahli dan teliti, dibolehkan baginya untuk 
mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari 
keuntungan sebagai ganti dari dari sumbangan kerja yang lebih 
banyak.
131
 
5. Hukum tentang kerugian 
Para ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi diantara para 
mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. 
Mereka mendukung pendapat ini dengan perkataan Ali bin Abi Thalib 
r.a.,“Keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, 
sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”. 132 
 
7. Praktek Pembiayaan Musyarakah 
Musyarakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian 
kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk meyertakan 
modal sahamnya pada suatu proyek. Berkaitan dengan modal, karena bank 
umumnya mengoperasikan uang sebagai modalnya, maka dapat dipastikan 
bahwa musyarakah yang digunakannya adalah syirkah al-mal yakni 
syirkah al-„inan dan syirkah al-mufawadhah. Namun dalam prinsip 
operasional perbankan syariah tidak menentukan mesti sama dalam 
permodalan, maka bisa dipastikan pula bahwa musyarakah yang 
digunakan perbankan syariah adalah syirkah al-inan. 
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Ada beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan dalam 
mengimplementasikan musyarakah dalam perbankan syariah, yaitu : 
a. Pembiayaan atau proyek investasi yang telah disetujui dilakukan 
bersama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-
masing yang telah ditetapkan. 
b. Semua pihak, termasuk bank syariah, berhak ikut serta dalam 
manajemen proyek tersebut. 
c. Semua pihak secara bersama-sama menentukan posisi keuntungan yang 
akan diperoleh-pembagian keuntungan ini tidak sebanding dengan 
penyertaan  modal masing-masing. 
d. Bila proyek teryata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian 
sebanding dengan penyertaan modal.
133
 
 
8. Alur Transaksi Musyarakah 
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2. Pelaksanaan 
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Keterangan: 
1. Dimulai dari pengajuan permohonan investasi musyarakah oleh 
nasabah dengan mengisi permohonan pembiayaan. Formulir tersebut 
diserahkan kepada bank syariah berserta dokumen pendukung. 
Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan investasi 
musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5 C 
(character, Capacity, Capital, Commitment, dan callacteral). 
Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha 
dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk 
penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra 
dihadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai 
hal untuk memastikan terpenuhi rukun musyarakah. 
2. Bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan 
nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati 
berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. 
3. Hasil evaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. 
Keutungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai 
dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang 
tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka 
kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing 
mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah 
sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. 
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4. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil bagi hasil masing-masing 
berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. 
5. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah 
telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya 
menjadi milik nasabah sepenuhnya.
 134
 
 
9. Mekanisme Bagi Hasil Pada Akad Musyarakah 
pada akad musyarakah (syirkah „Inan), metode bagi hasilnya dapat 
pula dipergunakan adalah revenue sharing atau profit sharing.
 135
 Prinsip 
bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk 
pembiayan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syari‟ah. 
prinsip dasar inilah yang membedakan bank syari‟ah dan bank 
konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua 
metode, yaitu profit sharing dan revenue sharing. profit sharing 
menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh mudharib 
dalam megelola usahanya, sedangkan revenue sharing menggunakan basis 
berupa pendapatan yang diperoleh mudharib.
136
 
Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada 
hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank 
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menggunakan sistem profit sharing, kemungkinan yang akan terjadi 
adalah bagi hasil yang yang diterima shahibul maal akan semakin kecil.
137
 
Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada 
tolal selurah pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-
biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 
Bank yang mengunakan sistem revenue sharing kemungkinan yang akan 
terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan 
lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi 
ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syari‟ah 
dan dana pihak ketiga akan meningkat.
138
 
Di dalam perbankan syari‟ah Indonesia sistem bagi hasil yang 
diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berdasarkan pada sistem 
revenue sharing. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun 
sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya 
tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank 
berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada 
pihak nasabah pengelola dana.
139
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10. Fatwa DSN MUI 
Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan musyarakah 
Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, menetapkan: 
Fatwa tentang Pembiayaan musyarakah 
Pertama: beberapa ketentuan: 
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatikan hal-hal berikut. 
(1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad). 
(2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
(3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan 
hal-hal berikut. 
(1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 
perwakilan. 
(2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap  
mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 
(3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam 
proses bisnis normal. 
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(4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 
mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi 
wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan 
memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian 
dan kesalahan yang disengaja. 
(5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 
3. Objek akad (Modal, Kerja, Keuntungan dan Kerugian) 
(1) Modal 
a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang 
nilainya sama. Modal dapat terdiri atas aset perdagangan, 
seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal 
berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan 
disepakati oleh para mitra. 
b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal modal 
musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 
c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, 
LKS dapat meminta jaminan. 
(2) Kerja 
a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja 
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bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan 
kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh 
menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 
b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama 
pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing 
dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 
(3) Keuntungan 
a. Keuntungan harus dikuantufikasi dengan jelas untuk 
menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 
keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan 
mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh 
keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang 
ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh 
mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, 
kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya. 
b. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas 
dalam akad. 
(4) Kerugian 
Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara 
proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 
4. Biaya Operasional dan Persengketaan 
(1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.  
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(2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah.
140
 
                                                             
140
 Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000. 
69 
 
 
BAB III 
IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BPRS DANA 
MULIA SURAKARTA 
 
A. Gambaran Umum BPR Syariah Dana Mulia 
1. Sejarah Berdirinya BPR Syariah Dana Mulia 
PT. BPR Syariah Dana Mulia diresmikan pada tanggal 26 Maret 2008 
oleh Pemimpin Kantor Bank Indonesia Solo dan mulai beroperasi pada 
tanggal 1 April 2008. Sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
yang pertama di Eks Karesidenan Surakarta, bank mendapat persetujuan izin 
prinsip dengan dikeluarkannya surat dari Direktorat Perbankan Syariah Bank 
Indonesia Nomor 9/826/BPbs tertanggal 31 Mei 2007. Selanjutnya bank 
beroperasi berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 
10/12/KEP.GBI/2008 Tentang pemberian izin usaha PT. Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah Dana Mulia yang berkedudukan di JL. KH. Agus Salim No. 
10 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. 
Dengan motto “amanah, berkembang, dan barokah” pendirian PT. 
BPR Syariah Dana Mulia bertujuan untuk memberikan layanan perbankan 
syariah bagi masyarakat, khususnya dari golongan pengusaha Mikro, Kecil 
dan menengah (UMKM) di Karasidenan Surakarta.
141
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2. Visi, Misi dan Tujuan BPR Syariah Dana Mulia 
a. VISI 
PT BPR Syariah Dana Mulia mempunyai visi untuk membangun 
perbankan yang amanah, berkembang, dan baroka berdasarkan prinsip 
syariah dengan mengharap ridho Alla Subaanahu Wata‟ala. 
b. MISI 
Kami akan mengemban amanah masyarakat yang menitipkan dana 
pada PT BPR Syariah Dana Mulia, dan membantu masyarakat yang 
membutuhkan dana dengan menggunakan prinsip syariah. 
 
3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 
a. Struktur Organisasi 
 
---------- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
RUPS 
KOMISARIS 
1. Solichul Hadi 
2. Literzet Sobri SPI 
- 
- 
DIREKSI 
1.Sahrial Amri 
2.Sri Wagito 
 
 
KABAG. 
PEMASARAN 
Sandra Mariatun 
 
Dana 
Adi R. 
 
Pembiayaan 
Agus Ris 
Widodo 
 
DPS 
1.Supawi 
2.Masjupri 
 KABAG. 
OPERASIONAL 
Rahman Suedhi 
 
Administrasi 
Umi 
Arum 
 
Teller 
Dani 
cs/apu/ppt 
Yudi 
 
Pembukuan 
Vita 
 
Umum 
Agus st 
Driver 
Parno 
 
Kantor kas 
Parmono 
Nanik 
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b. Tugas-Tugas Struktur Organisasi 
1) Dewan Pengawas Syariah 
a. Memberi fatwa Agama terutama dalam produk-produk bank 
syari‟ah. 
b. Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris mengawasi 
pelaksanaan Fatwa Agama dari hasil keputusan musyawarah Dewan 
Pengawas Syariah disampaikan secara tertulis kepada Direksi 
dengan tindasan Dewan Komisaris.
142
 
2) Dewan Komisaris 
Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris: 
a. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para 
pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum 
yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada 
masa yang akan datang. 
b. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham 
dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi. 
c. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun 
buku baru yang diusulkan oleh Direksi. 
d. Mempertimbangkan dan memutuskan pemohonan pembiayaan yang 
diajukkan kepada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimum 
yang dapat diputuskan Direksi. 
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e. Memberikan penilian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan, serta 
laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi. 
f. Memberikan persetujuan tentang pengikatan perseroan sebagai 
penanggung (borg/avails), penggadaian serta penjualan, baik untuk 
barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan perseoran. 
g. Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota 
Direksi. 
h. Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan 
modal dan pembagian laba. 
i. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut 
sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar perseoran. 
j. Menyetuui pembagian tugas dan kewajiban diantara anggota Direksi. 
3) Direksi 
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 
a. Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum bank syari‟ah untuk 
masa yang akan datang yang disetujui oleh dewan komisaris serta 
disyahkan dalam RUPS, agar tercapai tujuan serta kontinuitas 
operasional perusahaan. 
b. Menyusul dan mengusulkan Rencana Anggaran Perusahaan dan 
Rencana Kerja untuk tahun yang bru disetujui oleh Dewan 
Komisaris.
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c. Mengajukan Neraca dan Laporan Rugi-Laba tahunan serta laporan-
laporan berkala lainnya kepada Dewan Komisaris untuk 
mendapatkan penilainnya. 
d. Turut menandatangani surat-surat Saham yang telah diberi nomor 
urut sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perusahaan. 
e. Menyetujui pemindahtanganan saham-saham kepada pembeli baru 
yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama, setelah 
mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar tentang 
pemindahtanganan saham-saham tersebut. 
f. Bertanggung jawab atas pengeluaran duplikat surat saham, tanda 
penerimaan keuntungan dan talon yang hilang serta mengumumkan 
di surat kabar resmi yang terbit ditempat kedudukan perseroan. 
g. Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat 
pemegang saham. 
h. Mengajukan kepada Dewan Komisaris, jenis pelayanan baru yang 
dapat diberikan perseoran kepada masyarakat untuk disetujui. 
i. Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan 
dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi perseoran. 
j. Menyetujui pinjaman yang diberikan kepada pegawai Bank Syari‟ah. 
k. Mengangkat penjabat-penjabat Bank Syari‟ah yang akan diberi 
tanggung jawab mengawasi kegiatan perseroan. 
l. Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus 
dibayarkan kepada para penjabat dan pegawai perseroan. 
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m. Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindung dari bahaya 
kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan.
144
 
4) Bidang Marketing 
Tugas-tugas pokok bidang marketing 
a. Melakukan kordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan 
pembiayaan (kredit) dari unit/bagian yang berada di bawah 
supervise-nya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan 
perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat 
memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun bank 
syari‟ah. 
b. Melakukan monitoring, evaluasi, riview, dan supervise terhadap 
pelaksanaan dan fungsi bidang Marketing (pekreditan) pada 
unit/bagian yang berada di bawah supervise-nya. 
c. Bertindak sebagai komite Pembiayaan dalam upaya pengambilan 
keputusan pembiayaan (kredit). 
d. Melakukan monitoring, evaluasi, review, terhadap kualitas portofolio 
pembiayaan (kredit) yang telah diberikan dalam rangka pengamanan 
atas setiap pembiayaan (kredit) yang telah diberikan. 
e. Aktif menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada Direksi 
mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang marketing 
dan pembiayaan (kredit) sebagaimana yang dimaksud dalam 
huruf/angka (a), (b), dan (c). 
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f. Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) secara aktif 
yang memerlukan pelayanan jasa perbankan. 
g. Memelihara dan membina hubungan bank dengan pihka nasabah 
serta antar/intern unit kerja yang ada di bawah serta lingkungan 
perusahaan. 
h. Menyusun strategi-planning dan selaku marketing/solisitasi nasabah 
baik dalam rangka penghimpunnan sumber dana maupun alokasi 
pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah. 
i. Berkewajiban untuk meningkatkan mutu pelayanan perbankan 
terhadap nasabah maupun calon nasabah. 
j. Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 
untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari.
145
 
5) Bidang Operasional 
Tugas pokok bidang operasional 
a. Melaksanakan supervise terhadap setiap pelayanan dan pengamanan 
jasa-jasa pebankan dari setiap unit/bagian yang berada di bawah 
tanggung jawabnya. 
b. Melakukan mentoring, evaluasi, review, dan kondisi terhadap 
pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional. 
c. Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian 
setiap unit/bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya. 
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d. Aktif memberikan saran, pendapat kepada Direksi mengenai 
masalah-masalah yang berkaitan dengan tugasnya sehari-hari 
termasuk mengusulkan produk-produk perbankan yang diperlukan 
nasabah. 
e. Turut memelihara dan membina  hubungan baik dengan pihak 
nasabah serta intern/antar unit/bagian maupun bidang di lingkungan 
perusahan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada nasabah 
sehingga berada di tingkat yang memuaskan serta terciptanya 
suasana kerja yang sehat dilingkungan perusahan. 
f. Berkewajiban untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan 
ketrampilan, baik pribadi maupun bawahannya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugasnya. 
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi 
sepanjang tugas-tugas tersebut masih alam ruang lingkup dan 
fungsinya kepala bidang operasional.
146
 
6) Bidang Umum 
Tugas pokok bidang umum 
a. Menginventarisasikan kebutuhan karyawan dan atau perusahan dan 
kemudian menyediakannya sepanjang sesuai dangan ketentuan yang 
berlaku. 
b. Melakukan pengadaan/pembelian serta pembukuan dan melakukan 
penyusutan setiap harta/inventaris kantor sesuai ketentuan yang 
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berlaku tentang penyusutan tersebut serta dengan memperhatikan 
pengendalian biaya.
147
 
c. Memelihara/menjaga harta inventaris kantor agar tetap dalam 
kondisi yang baik, dan bertanggung jawab atas keamanan 
harta/peralatan tersebut. 
d. Secara periodik memeriksa kondisi harta/inventaris kantor dan 
melaporkannya kepada atasan/Direksi apabila terdapat masalah-
masalah yang perlu diputuskan. 
e. Memelihara saran, pendapat, opini terhadap setiap masalah yang 
timbul dalam ruang lingkup tugas dengan baik. 
f. Membina, memelihara hubungan baik serta turut serta memotivasi 
seluruh karyawan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 
g. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam hal 
kepagawaian serta mengajukan usul, pendapat, opini dan arternatif 
pemecahan masalahnya. 
h. Menyiapkan, melakukan pembayaran gaji karyawan sesuai dengan 
ketentuan Direksi. 
i. Menjaga sifat kerahasiaan/contidensial hal-hal yang menyangkut 
dengan kepegawaian seperti gaji dan lain-lain. 
j. Memberi informasi kepada seluruh karyawan mengenai hak dan 
kewajiban karyawan sesuai dengan ketentuan Direksi. 
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k. Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 
baik untuk diri sendiri maupun penyiapan progam 
peningkatan/pendidikan bagi karyawan lain. 
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan manajemen sepanjang masih 
dalan ruang lingkup fungsinya sebagai staf umum dan personalia.
148
 
7) Kas dan Teller 
Kas dan Teller selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan 
yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaraan uang. 
Tugas kas/Teller juga mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas 
yang ada dalam tempat khasanah bank. Dapat pula melakuka pekerjaan 
lain sesuai dengan ketentuan/policy pekerjaan.
149
 
8) Bagian Pembukuan  
Bagian pembukuan bertugas di dalam pembuatan Neraca, 
membuat daftar Rugi/Laba. Disamping itu Bagian Pembukuan juga 
bertugas dalam pembuatan Laporan ke Bank Indonesia dan tugas lain 
yang sesuai dengan policy Perusahaan.
150
 
 
4. Produk-Produk BPRS Dana Mulia. 
a. Produk Simpanan 
Tabungan 
1) Tabungan iB Mulia 
Ketentuan tabungan ini adalah: 
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a. Pembukaan hanya Rp. 30.000,- 
b. Untuk selanjutnya setoran minimal Rp. 10.000,- 
c. Pembagian hasil sangat kompetitif 
d. Tanpa adanya biaya admistrasi. 
2) Tabungan iB Mulia Qurban 
3) Tabungan iB Mulia Haji & Umroh 
4) Tabungan iB Mulia Berjangka 
Kententuan dalam tabungan ini adalah: 
a. Setoran minimal Rp. 10.000.000 
b. Jangka waktu 3,6,12 bulan 
c. Bagi hasil kompetitif 
d. Tanpa biaya adminitrasi 
5) Tabungan Wadiah 
6) Tabungan Simpel 
b. Produk Pembiayaan 
Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau 
masyarakat, BPRS Dana Mulia menawarkan beberapa produk pembiayaan 
sebagai berikut: 
1) Prinsip Jual Beli 
Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang 
dilakukan dengan prinsip jual beli. Keuntungan ditentukan di depan dan 
menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Produknya seperti 
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murabahah, salam, dan istishna. Tetapi di BPRS Dana Mulia Surakarta 
akad jual beli yang banyak adalah akad murabahah. 
Contohnya pembelian sepeda motor, pemberian barang-barang 
elektronik, pembelian rumah dan pembelian barang kebutuhan warung 
serta biaya pembangunan/renovasi rumah. 
2) Prinsip Sewa 
Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang 
dilakukan dengan prinsip sewa. Keuntungan ditentukan di depan dan 
menjadi bagian harga atas jasa yang digunakan. Produknya seperti 
ijarah 
Contohnya pembiayaan sekolah, biaya pernikahan, biaya rumah 
sakit, biaya sewa rumah/ruko, sewa mobil, sewa lahan pertanian. 
3) Prinsip Bagi Hasil 
Prinsip pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan 
guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. 
Keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. 
Produknya seperti musyarakah dan mudharabah. 
4) Deposito 
Adalah harta benda atau uang yang diberikan ke dalam 
penguasaan bank untuk pengamatan, investasi, atau sebagai anggunan. 
Di BPRS Dana Mulia Surakarta dalam pengajuan Deposito mempunyai 
beberapa ketentuan diantaranya: 
a) Setoran awak minimal Rp. 1.000.000,- 
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b) Jangka waktu 1,3,6,12 bulan 
c) Melalui Setoran Tunai/Debet tabungan/Tranfer 
d) Bagi hasil dapat tunai/masuk ke Pokok/masuk tabungan/Tranfer 
sesuai keinginan Nasabah 
e) Sovenir menarik 
 
B. Mekanisme Akad Pembiayaan Musyarakah di BPRS Dana Mulia 
Surakarta. 
1. Pengajuan Pembiayaan 
Pada tahap ini nasabah datang langsung ke Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah. 
Dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah tersebut nasabah 
mengisi formulir permohonan pembiayaan. Dimana dalam formulir 
tersebut  terdapat data pemohon, data pembiayaan, data pekerjaan, data 
untuk wirausaha, nasabah menjeleskan kebutuhan dana sebagai modal 
kerja. Data jaminan, yang menjadi jaminan dalam pembiayaan 
musyarakah. Seperti contohnya jaminan tersebut berupa BPKB 
kendaraan, atau tanah, rumah, kantor atau toko. Kemudian formulir 
tersebut diserahkan kepada BPRS berserta kelengkapan administrasi 
seperti KTP, KK, Surat Nikah, Buku Tabungan ATM dan dokumen 
pendukung lainnya).
151
 kemudian formulir tersebut diserahkan kepada 
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marketing yang menanganinya berserta dengan syarat-syaratnya untuk 
kemudian di proses lebih lanjut. 
2. Pemeriksaan 
Setelah nasabah telah melengkapi semua persyaratan administrasi. 
Selanjutnya pihak BPRS menindak lanjuti pengajuan pembiayaan dengan 
mensurvey ketempat nasabah dengan melakukan identifikasi melalui 
pihak ketiga (tetangga terdekat nasabah). Survey tersebut dilakukan 
dengan tujuan untuk data-data atau informasi yang terkait pengajuan 
pembiayaan tersebut apakah sudah layak untuk diberi pinjaman atau 
belum. Selanjutnya melakukan pendataan terhadap anggunan serta 
kelayakan terhadap usaha nasabah.
152
 Ketika Survey yang dilakukan 
pihak BPRS ada 2 macam yaitu survay tempat tinggal dan survey tempat 
usaha nasabah. Ketika mensurvey tempat tinggal pihak BPRS akan 
mencari data melalui pihak ketiga yaitu kerabat atau tetangga yang 
mengetahui katakter dari calon nasabah. Kemudian survey ketempat 
usaha  calon nasabah. Dari survey tersebut kemudian pihak BPRS 
melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan yang diajukkan nasabah 
dengan menggunakan 5 C (character, capacity, capital, commitmen, dan 
collateral). Dari survey dan analisa tersebut dapat diketahui layak atau 
tidaknya calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Dalam analisa 
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yang memutuskan nasabah tersebut mendapatkan pembiayaan adalah 
dengan hasil musyawarah pihak komite.
153
 
3. Persetujuan pembiayaan 
Setelah pihak BPRS mendapatkan data-data dari lapangan 
kemudian pihak komite dan pengelolanya menganalisa dan 
memusyawarahkan hasil survey yang telah dilakukan. Setelah adanya 
penganalisa dan musyawarah baru diambil keputusan apakah pembiayaan 
yang dilakukan oleh nasabah diterima atau ditolak. Jika pembiayaan 
tersebut diterima maka pihak BPRS dapat meminta nasabah untuk 
melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian pihak BPRS 
menentukan besarnya pembiayaan yang akan diberikan dimana besarnya 
tersebut disesuaikan dengan keadaan dilapangan dan kemudian 
menentukan jadwal dilaksanakan akad.
154
 
4. Keputusan 
Dalam mengambil keputusan calon nasabah tersebut diterima atau 
di tolak. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah komite yang 
terdiri dari komisaris, direksi, admin legal dan marketing penyaji. Setelah 
permohonan pembiayaan musyakarah telah disetujui dalam musyawarah 
komite, maka admin legal segera membuat SP3 (surat pemberitahuan 
persetujuan pembiayaan) kepada calon nasabah dan membuat akad 
pembiayaan. Setelah itu menyiapkan akad musyarakah antara BPRS dan 
calon nasabah yaitu untuk pengikat persetujuan serta untuk penentuan 
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besarnya bagi hasil. Dalam akad musyarakah pihak BPRS menjelaskan 
kepada calon nasabah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akad 
pembiayaan. Dimana dalam akad tersebut adanya suatu jaminan untuk 
suatu kehati-hatian pihak BPRS terhadap calon nasabah. Setelah 
memenuhi semua biaya administrasi, notaris, materai maka nasabah 
diminta untuk membuka rekening barulah pencairan dilakukan. 
 
C. Akad Pembiayaan Musyarakah 
Akad merupakan segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan 
antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan kabul yang didasarkan pada 
hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang 
dijanjikan.
155
 Akad biasa disebut juga dengan kontrak. Dalam kontak harus 
disepakati apa saja yang menjadi objek dan nilai yang dikontrakkan. Bentuk 
kontrak yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah adalah dalam bentuk 
pembiayaan terhadap berbagai kegiatan ekonomi riil yang tidak bertentangan 
dengan syariat Islam. Hal inilah yang membedakan dengan pemberian kredit 
yang dilakukan oleh bank konvensional dimana pemberian kredit tidak 
dibatasi dengan kegiatan apa saja yang terpenting nasabah dapat 
mengembalikan kredit tersebut tepat pada waktunya bersama bunganya.
156
 
Berbeda dengan pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Dana Mulia 
Surakarta yang lebih mengutamakan pada aspek keadilan dalam menentukan 
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keuntungannya, BPRS Dana Mulia Surakarta menetapkan besarnya porsi bagi 
hasil di awal. 
Adapun aspek pembiayaan musyarakah  
1. Subjek 
Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan ke bank harus 
memenuhi syarat, yaitu: 
a. Cakap hukum, yang dimaksud cakap hukum disini adalah orang yang 
sudah dewasa, sehat akalnya, tidak dalam pengampuan. 
b. Beragama Islam 
2. Objek 
Pembiayaan musyarakah yang di tawarkan oleh Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah kepada nasabah mempunyai dua macaam yaitu syirkah al-
amlak dan syirkah al-uqud. Dalam BPRS  pembiayaan musyarakah lebih 
ke pada syirkah al-uqud. Dimana adanya persekutuan dalam modal, usaha 
dan keuntungan antara pihak bank dengan nasabah. 
3. Sighat 
Sighat yang dilakukan PIHAK I dengan PIHAK II adalah lisan, 
tetapi dalam sighat salah satu pihak tidak bisa memutuskan perjanjian 
secara sepihak sebab kedua belah pihak terikat dengan perjanjian tersebut. 
Untuk mengikat sighat akad biasanya dibuatlah perjanjian secara tertulis 
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika salah satu pihak 
melanggar perjanjian tersebut maka perjanjian dapat dibatalkan. 
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 Dalam proses akad disini akad disampaikan secara mendetail baik 
dari hak dan kewajiban serta poin-poin penting tentang syarat sah akad. 
Adapun isi dari akad pembiayaan musyarakah antara lain: 
a. Nama dan jabatan yang mewakili PIHAK I (BPRS Dana Mulia 
Surakarta) yang bertindak atas naama kepentingan bank. 
b. Nama, alamat yang disebut PIHAK II yang telah bersepakat 
melakukan pembiayaan.  
Pada pasal pertama berisi tentang pengertian-pengertian yang 
terkait dengan akad seperti pengertian syariah, musyarakah, musyarik, 
syirkah, nisbah bagi hasil, mudharib, keuntungan usaha, kerugian usaha, 
hari kerja bank, pendapatan, keuntungan oprasional, pendapatan bersih, 
pembukaan modal, keuntungan, jangka waktu musyarakah dan cedera 
janji.
157
 
Pasal kedua akad pembiayaan musyarakah menjeleskan tentang 
modal dan penggunaan. Dimana nasabah dan bank  sepakat saling 
mengikatkan diri untuk membiayai modal kerja nasabah dimana porsi 
modalnya 50% dan 50%.
158
 
Pada pasal ketiga berisi tentang jangka waktu kerja sama usaha 
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
159
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Pasal ke empat berisi tentang penarikan modal. Penarikan oleh 
nasabah dapat dilakukan apabila telah memenihi syarat yang tercantum di 
akad.
160
 
Pada pasal kelima menjelaskan tentang hak dan kewajiban para 
pihak dalam pengelolaan kegiatan usaha. 
Pada pasal keenam menjelaskan kesepakatan nisbah bagi hasil 
(syirkah). Dimana dalam pasal keenam tersebut adanya ketentuan 
pembagian keuntungan, adanya kesepakatan menangung kerugian apabila 
kerugian tidak akibat kelalaian nasabah.
161
 
Pasal ketujuh menjelaskan tentang kewajiban nasabah sebagai 
mudharib. Isi pasal ini adalah menjalankan usaha sesuai dengan 
kesepakatan.
162
 
Pada pasal kedelapan menjelaskan tentang pembayaran kembali 
modal dan keuntungan bank. Pada pasal ini berisi pengembalian modal 
usaha kepada bank, seluruh jumlah modal pokok sampai lunas dan 
sebagian keuntungan yang menjadi hak bank. 
Pada pasal kesembilan menjelaskan tentang biaya, potongan dan 
pajak-pajak. 
Pada pasal sepuluh menjelaskan tetang jaminan. Jaminan tersebut 
untuk memperkuat suatu perjanjian. Agar nasabah menjalankan modal 
usahanya sesuai dengan kesepakatan. 
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Pada pasal kesebelas berisi tentang peryataan dan pengakuan 
nasabah. Pada pasal ini berisi tentang tidak bolehnya pengalihan dan atau 
menjaminkan atas sebagian atau seluruh hartanya. 
Pada pasal keduabelas dan ketiga belas berisi tentang peristiwa 
cidera janji dan tentang pelanggaran-pelanggaran yang apabila dilakukan 
oleh nasabah. Pada pasal keempat belas, kelima belas, keenambelas, 
ketujuh belas menjelaskan tentang pengawasan dan pemeriksaan, asuransi, 
penyelesaikan perselisihan, domisili dan pemeritahuan. 
Pada pasal kedelapan belas menjelaskan sesuatu yang belum diatur 
akad perjanjian ini. Maka bank dan nasabah akan mengaturnya bersama 
secara musyawarah untuk mufakat.
163
 
 
D. Sistem bagi hasil 
Bagi hasil atau profit sharing dapat diartikan sebagai suatu bentuk 
kerjasama usaha antara nasabah dengan pihak bank sebagai mitra kerja. 
Keuntugan usaha secara musyarakah dibagi menurut kesepakatan yang telah 
dibuat diawal perjanjian. Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di 
BPRS Dana Mulia Surakarta tidak menggunakan prinsip bunga tetapi 
menerapkan prinsip bagi hasil. Pembagian keuntungan sesuai kesepakatan 
antara bank dengan nasabah yang presentasenya ditetapkan di awal 
perjanjian.
164
 Dalam menentukan bagi hasil adanya tawar menawar antara 
nasabah dengan pihak bank. Dalam bagi hasil terdapat dua metode profit 
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sharing dan revenue sharing. Dalam pembiayaan musyarakah bagi hasil di 
BPRS Dana Mulia yang digunakan yaitu dengan metode revenue sharing.
165
 
 
E. Hak dan Kewajiban 
1. Hak dan kewajiban nasabah (mitra kerja)166 
a. Hak nasabah (mitra kerja) 
1) Memperoleh modal dari bank 
2) Berhak untuk memperoleh konsultasi dengan bank mengenai suatu 
permasalahan atau kendala dalam suatu usahanya 
3) Berhak membuat laporan keuangan untuk setiap bulannya. 
4) Berhak untuk mengelola usaha sesuai kesepakatan 
b. Kewajiban nasabah (mitra Kerja) 
1) Setiap bulan harus melaporkan laporan keuangan usaha nya kepada 
pihak BPRS 
2) Setiap bulan harus membayar bagi hasil yang telah disepakati. 
3) Menggunakan modal usaha sesuai dengan akad perjanjian. 
4) Berkewajiban menanggung kerugian apabila kerugian terjadi akibat 
kelalaian oleh mitra kerja. 
2. Hak dan Kewajiban Bank167 
a. Hak Bank 
1) Menyediakan dana yang diperlukan oleh nasabah. 
2) Memperoleh pendapatan bagi hasil dari nasabah setiap bulannya. 
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3) Melihat laporan keuangan dari mitra kerja setiap bulannya. 
4) Berhak untuk melakukan pengawasan. 
b. Kewajiban Bank 
1)  Menyerahkan modal kepada mitra kerja (nasabah) yang telah di 
setujui pengajuan pembiayaannya. 
2) Membantu kesulitan nasabah atas penggunaan dana yang bersifat 
produktif. 
3) Melihat, meninjau, dan memberi saran kepada nasabah (mitra 
kerja) mengenai tempat usaha dan hasil usaha. 
 
F. Penyelesaian Mudharib bermasalah 
Dalam praktek pembiayaan musyarakah pada bank pembiayaan rakyat 
syariah Surakarta ada beberapa pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan 
bermasalah yaitu yang mengalami keterlambatan dalam mengangsur. 
Ada 4 kreteria dalam pembiayaan, yaitu: 
1) Pembiayaan lancar 
Dikatakan lancar apabila nasabah tidak pernah terlambat dalam 
membayar angsuran. Jika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran 
setoran selama 1-3 bulan, pada katagori ini pembiayaan masih dianggap 
lancar.
168
 Dalam pembiayaan musyarakah periode 30 Juni 2017 di BPRS 
Dana Mulia Surakarta adalah 4 nasabah dari 14 nasabah.
169
 
2) Pembiayaan kurang lancar 
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Pembiayaan kurang lancar yaitu apabila nasabah menunggak 
angsuran selama 4-5 bulan.
170
 Dalam pembiayaan musyarakah periode 30 
Juni 2017 di BPRS Dana Mulia Surakarta adalah 2 nasabah dari 14 
nasabah.
171
 
3) Pembiayaan diragukan 
Pembiayaan diragukan merupakan suatu pembiayaan yang 
diragukan pelunasannya oleh debitur karena mengalami keterlambatan 
setoran selama 7-12 bulan. 
4) Pembiayaan macet 
Pembiayan macet yaitu dimana dalam proses pengembaliannya 
mengalami kemacetan. Nasabah menunggak angsuran selama 1 tahun. 
Dalam pembiayaan musyarakah periode 30 Juni 2017 di BPRS Dana 
Mulia Surakarta adalah 8 nasabah dari 14 nasabah.
172
 
Dalam mengatasi pembiayaan-pembiayaan bermasalah tersebut pihak 
bank perlu melakukan tindakan-tidakan yang dapat menyelesaikannya. 
Maka BPRS Dana Mulia Surakarta dalam rangka untuk mengatasi 
pembiayaan bermasalah dengan melakukan upaya-upaya berikut: 
a) Dalam mengatasi pembiayaan yang kurang lancar maka pihak bank 
akan melakukan tindakan-tidakan sebagai berikut: 
(1) Adanya pemberitahuan melalui telefon dan sms oleh pihak bank 
kepada nasabah.
173
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(2) Salah satu perwakilan pihak bank akan sering-sering melakukan 
pemantauan atau kunjungan langsung ke rumah nasabah. 
(3) Diberi peringatan baik lesan maupun melalui surat peringatan. 
b) Pembiayaan diragukan 
(1) Dilakukan tekanan penagihan secara insentif 
(2) Memperkecil bagi hasil agar pihak nasabah segera mengangsur 
tunggakannya. 
(3) Dilakukan penyegelan jaminan atau anggunan. 
(4) Diberi surat peringatan dan nasabah yang bersangkutan akan 
memerima resiko dari pihak bank dari pihak bank yang diwakilkan 
kepada notaris. 
 
c) Pembiayaan macet 
(1)  Diberi surat peringatan dan tenggang waktu 3 bulan. 
(2)  Jika peringatan tersebut diabaikan maka bank akan mendatangi 
tempat nasabah, untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. 
(3)  Pihak bank mengambil jaminan dari pihak nasabah. 
(4)  Pelelangan anggunan. 
Penyelesaian Mudharib bermasalah di BPRS Dana Mulia Surakarta ada 
beberapa tahapan diantaranya: 
1. Melalui Musyawarah 
Dalam akad musyarakah telah disebutkan bahwa apabila terjadi 
perselisihan di antara para pihak maka langkah yang utama di lakukan oleh 
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pihak BPRS yaitu dengan melakukan Musyawarah dengan pihak nasabah 
(mitra Kerja). Apabila dalam musyawah tersebut tidak memiliki titik temu 
kemudian pihak BPRS Dana Mulia Surakarta menyelesaikannya melalui 
jalur Hukum yaitu di kantor Pengadilan Agama sesuai pada akad 
perjanjian.
174
 
Dalam penyelesain pembiayaan bermasalah adanya analisis faktor 
penyebab mudharib bermasalah diantaranya 
a. Analisis penyebab kemacetan175 
1) Aspek internal (karakter mudharib) 
a) Mudharib kurang cakap dalam usaha yang dijalankannya 
b) Laporan keuangan tidak lengkap 
c) Ketidak terbukaan mengenai pendapatan setiap bulannya. 
Ketika mengalami kerugian dalam usahanya baru terbuka 
dengan pihak BPRS Dana Mulia Surakarta. 
d) Penggunaan dana atau modal tidak sesuai dengan perjanjian 
(akad) 
 
b. Kendala keuangan176 
Apabila ada kendala keuangan pihak BPRS mengevaluasi 
kembali apakah mudharib tersebut dapat melakukan angsuran, dan 
apabila masih bisa melakukan angsuran biasanya diadakan penjadwalan 
ulang. Dan apabila dalam penjadwalan ulang tersebut mudharib macet 
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mengangsur dan tidak ada tanda-tanda mengangsur BPRS memberi 
waktu tangguh selama 6 bulan. Apabila dalam waktu tersebut mudharib 
tidak membayar maka aset yang menjadi jaminan akan di lelang.
177
 
 
G. Denda. 
Dalam akad pembiayaan musyarakah apabila mudharib melakukan 
keterlambatan dalam mengangsur pinjaman modal biasanya dikenakan denda. 
Denda keterlambatan biasanya berapa rupiah perhari, misalnya 1 hari 
keterlambatan 100 rupiah. Tetapi biasanya dalam denda tersebut dihitung 
dalam 1 bulan karena agar evisien. Jadi seumpama 1 bulan dendanya 1%. 
Sebagai contohnya apabila angsuran nya perbulan Rp 1.000.000 dan adanya 
keterlambatan dalam 1 bulan maka dendanya 1% dari Rp. 1.000.000. jadi 
dendanya adalah Rp.10.000.
178
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BAB IV 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD 
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BPRS DANA MULIA SURAKARTA 
 
Berdasarkan hasil penelitian di BPRS Dana Mulia Surakarta dapat diketahui 
mekanisme akad pembiayaan musyarakah, yang kemudian akad dipadukan 
dengan buku-buku yang mengkaji tentang akad pembiyaan musyarakah. Dan 
untuk menganalisa hal-hal tersebut, maka penulis menggunakan ukuran-ukuran 
sebagai berikut. 
A. Mekanisme akad pembiayaan musyarakah di tinjau dari segi akad 
Akad dalam Bahasa Indonesia disebut dengan kontrak/perjanjian 
merupakan persetujuan atau perjanjian antara kedua belah pihak yang 
melakukan perjanjian yang menimbulkan akibat hukum terhadap suatu 
perjanjian tersebut. Dalam istilah fiqh akad secara umum suatu keinginan 
seseorang untuk melaksanakan sesuatu, baik yang muncul dari satu pihak 
maupun dua pihak. Dalam suatu akad adanya hak dan kewajiban antara para 
pihak yang melakukan perjanjian. Dimana apabila hak dan kewajiban tersebut 
tidak terpenuhi maka  saksi yang diterima oleh pihak yang tidak memenuhi 
hak dan kewajiban lebih merupakan sanksi moral.  
Musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang 
mengikatkan diri untuk bekerja sama, dimana masing-masing pihak 
mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang 
dikelola. Modal berasal dari para pihak, hal ini yang membedakan dengan 
akad mudhalabah, dengan presentase tertentu, keuntungan tertentu, 
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keuntungan dibagi bersama, kemudian juga kerugian ditanggung bareng.
179
 
Islam tidak melarang umatnya melakukan transaksi dalam bentuk 
musyarakah dalam al qur‟an sudah dijelaskan mengenai hal tersebut, yakni 
dalam al qur‟an surat Shaad ayat 24:  
               
   
“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang 
yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh.”180 
 
Dalam hadits juga dijelaskan bahwa Rasulullah tidak melarang 
musyarakah. 
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi 
orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari 
mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku 
keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih 
oleh Hakim.
181
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Hadis ini menunjukkan anjuran bersikap amanah dan bahwasanya 
orang amanah akan ditolong Allah serta ancaman dari perbuatan khianat, dan 
jika seseorang berkhianat maka akan dicabut darinya keberkahan dan Allah 
berlepas diri darinya sehingga orang tersebut akan tertimpa kebinasaan dan 
kerugian. („Utsaimin).182 
  
Dilihat dari syarat pada proses pembiayaan musyarakah seperti di 
BPRS Dana Mulia Surakarta bebas dari unsur riba karena dalam penentuan 
nisbah dilakukan bersama-sama antara para mitra. Dari segi akad kedua belah 
pihak dalam melakuan akad atau perjanjian telah memenuhi asas-asas dalam 
suatu perjanjian dimana yang pertama adanya kebebasan dalam pembuatan 
perjanjian tersebut. Kedua, persamaan atau kesetaraan dimana dalam 
melakukan akad kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam 
menentukan bagi hasil dalam perjanjian. Ketiga, keadilan dalam suatu akad. 
Meskipun dalam akad tersebut keduanya tidak sama, maka harus ada keadilan 
dalam suatu akad sebagai contohnya adil dalam pembagian keuntungan dan 
kerugian. Keempat, adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam transaksi 
wujudnya dalam kata sepakat dalam akad tersebut. Kelima, adanya kejujuran 
dan kebenaran dalam isi akad agar tercapai tujuan suatu akad tersebut. 
Keenam, adanya kemanfaatan suatu perjanjian tersebut seperti kemanfaatan 
untuk membantu nasabah dalam melakukan usaha dengan memberikan 
pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh pihak BPRS Dana Mulia. 
Ketujuh¸ tertulis bahwa dalam perjanjian akad pembiayaan musyarakah 
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antara para mitra dibuat perjanjian baku untuk memperkuat suatu perjanjian 
pembiayaan tersebut.  
Pihak BPRS Dana Mulia dalam melakukan akad telah memenuhi 
semua asas akad terbukti dengan adanya suatu penjelasan kepada calon 
nasabah sebelum dilakukan suatu pembiayaan. Dan juga dalam pembuatan 
akad adanya kesepakat oleh kedua belah pihak. dalam penjelasan nya kepada 
nasabah juga dijelaskan adanya denda apabila terjadi suatu keterlambatan 
menganggur pembiayan musyarakah  tersebut dan nasabah juga 
menyetujuinya. 
1) Kesusaian akad, isi akad dengan pelaksanaan pada pembiayaan 
musyarakah di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah, dalam 
melakukan pembiayan musyarakah sudah sesuai dengan akad. Dalam 
perjanjian pembiayaan musyarakah di BPRS Dana Mulia telah memenuhi 
rukun dan syarat akad yaitu adanya shighat antara kedua belah pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), setelah 
terjadinya shighat  akad dituangkan secara tertulis untuk mengikat kedua 
belah pihak. nasabah melakukan pembiayan musyarakah untuk suatu 
usaha. Usaha yang nasabah jalankan yaitu usaha jual beli ac baru dan 
bekas.
183
 Nasabah merasa sangat diuntungkan dengan adanya pembiayaan 
musyarakah karena bisa membantu mereka dalam pengembangan usaha. 
Nasabah tiap bulannya dapat mengangsur angsuaran pokok dan juga 
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nisbahnya, namun terkadang tidak tepat waktu yang ada diperjanjian.
184
 
Hal tersebut terjadi biasanya karena usaha nasabah ada suatu kendala atau 
sepi pelanggan. BPRS Dana Mulia menggunakan sistem denda untuk 
nasabah yang telat menganggur, untuk setiap bulannya sepuluh ribu 
rupiah.
185
 
Objek akad pada pembiayaan musyarakah yaitu modal, kerja, 
keuntungan dan kerugian. modal yang diberikan haruslah uang tunai, 
emas, perak atau yang nilainnya sama. Berdasarkan wawancara dengan 
salah satu nasabah BPRS Dana Mulia bahwa modal yang diberikan oleh 
pihak bank berupa uang tunai. Untuk mendapatkan pembiayaan 
musyarakah di BPRS Dana Mulia Surakarta nasabah harus menyertakan 
jaminan yang disesuaikan dengan besarnya pinjaman nasabah. Jaminan 
yang digunakan biasanya adalah BPKB motor, BPKB mobil dan Sertifikat 
tanah. Dalam wawancara dengan nasabah, ia menjelaskan kepada penulis 
bahwa ia menjaminkan sebuah BPKB mobil sebagai jaminan dalam 
pembiayaan musyarakah. 
186
  objek kedua yaitu kerja, porsi kerja dalam 
pembiayaan musyarakah tidak harus sama, salah satu pihak boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya. objek ketiga 
keuntungan. Sistem keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal 
akad, biasanya setiap akhir bulan nasabah melaporkan hasil usaha dalam 
bentuk laporan keuangan kepada pihak bank tetapi dalam kenyataannya 
nasabah tidak melaporkan laporan keuangan sehingga pihak bank bingung 
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dalam menentukan keuntungan setiap bulannya. Objek keempat kerugian. 
Apabila terjadi kerugian seharusnya ditanggung bersama sesuai dengan 
proporsional modalnya. Tetapi dalam kenyataannya pihak bank tidak 
menanggung kerugian nasabah karena nasabah yang kurang terbuka 
dengan pendapatan, nasabah baru mau terbuka apabila terjadi bangkrut 
atau pailit.
187
 
Berdasarkan pada kenyataan di atas berdasarkan fiqh muamalah 
dan fatwa DSN-MUI dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Antara isi dan surat perjanjian yang sesuai  
Seperti yang tercantum dalam isi surat perjanjian antara para 
mitra kerja sebagian besar telah menjalani kewajibanya secara baik. 
Diantaranya kewajiban nasabah untuk mengangsur modal dan 
nisbahnya sebelum jatuh tempo kepada pihak BPRS Dana Mulia 
Surakarta sesuai dengan akad.
188
 Tetapi kewajiban nasabah untuk 
melaporkan laporan keuangan tiap bulannya tidak dilakukan setiap 
bulannya. Dalam mendapatkan suatu pembiayaan nasabah juga sudah 
menyertakan barang jaminan. Dan pihak BPRS sebagian besar telah 
memberikan pelayanan kepada nasabah dengan baik. 
2. Tidak sesuai 
1)  Nasabah 
Biasanya dalam suatu perjanjian pembiayaan musyarakah 
tetulis untuk apa uang yang diberikan oleh bank kepada nasabah, 
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yaitu untuk suatu usaha atau pengembangan suatu usaha. Namun 
dalam kenyataannya terdapat nasabah yang tidak bertanggung 
jawab, nasabah tersebut menggunakan dana yang diperolehnya 
untuk kebutuhan yang lain. Sebagai salah satu contoh adanya 
seorang nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah untuk 
modal usaha tetapi dalam kenyataan nya tidak digunakan modal 
usaha tetapi digunakan untuk bayar biaya sekolah anaknya.
189
 
Dalam perjanjian juga disebutkan bahwa nasabah wajib membuat 
laporan keuangan untuk setiap bulannya, namun dalam 
kenyataannya nasabah tidak membuat laporan tersebut. Hal di 
atas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara isi perjanjian 
dan pelaksanaannya. 
2)  Bank 
Dalam memenuhi kewajibannya seperti seperti yang 
tertulis dalam surat perjanjian bank juga ada yang melalaikan 
kewajibannya. Dalam praktiknya adanya toleransi bagi nasabah 
yang telat mengangsur. Seharusnya ada denda sebesar 10.000 
bagi nasabah telat mengangsur. Namun dalam praktek terkadang 
hal tersebut tidak dilakukan karena denda tersebut tidak masuk 
dalam administrasi bank tetapi dalam dana sosial jadi pihak bank 
terkadang tidak diberlakukan.  
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3. Kesesuaian antara prinsip perjanjian pembiayaan dengan 
pelaksanaannya 
Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam 
menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan 
dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah dan 
nasabah.
190
 Dalam pembiayaan ada beberapa unsur yang sudah 
sesuai yaitu adanya dua pihak yang melakukan pembiayaan yaitu 
pihak bank dan pihak nasabah, adanya kepercayaan dalam 
pengelolaan usaha, adanya persetujuan atau janji dalam 
membayar. Adanya unsur waktu dan adanya unsur resiko. Dalam 
pelaksanaan perjanjian tersebut sudah diuraikan di bab 3, apakah 
perjanjian tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian 
pembiayaan atau belum penulis akan membahas beberapa hal 
kesesuainnya: 
 
 
a. Babes dari riba 
Dalam pembiayaan yang membedakan antara bank 
konvensional dan bank syariah yaitu sistem bunga dan sistem 
bagi hasil. Dimana sistem bunga di pandang mengandung 
unsur riba sedangkan sistem bagi hasil tidak. Akad perjanjian 
musyarakah harus terbebas dari unsur riba. Dalam praktek 
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pembiayaan musyarakah  di BPRS Dana Mulia Surakarta 
dalam transaksinya tidak menggunakan bunga yang dipandang 
sebagai riba. Namun dalam operasionalnya menggunakan 
konsep bagi hasil yang lebih mengutamakan pada prinsip 
keadilan. 
b. Perjanjian harus tertulis 
Dalam pembiayaan musyarakah akad/ perjanjian harus 
tertulis, apabila hanya diucapkan ijab dan kabul takutnya nanti 
salah satu pihak akan lupa terhadap isi perjanjian. Untuk 
menghindari hal tersebut maka dibentuklah suatu perjanjian 
secara tertulis. Perjanjian tertulis juga berguna apabila adanya 
suatu masalah yang terjadi di salah satu pihak, maka dapat 
dijadikan sebagai suatu bukti perjanjian. 
c. Jaminan 
Pada prinsipnya dalam penyaluran pembiayaan 
musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari 
suatu penyimpangan pihak bank dapat meminta jaminan. 
Jaminan ini dapat dicairkan apabila pengelola dana (nasabah) 
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak 
disepakati bersama dalam akad. Pelaksanaan perjanjian antara 
BPRS Dana Mulia Surakarta dengan para nasabah telah sesuai 
dengan prinsip perjanjian pembiayaan yang menyertakan 
jaminan dalam pembiayaan. Apabila angsuran nasabah 
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bermasalah atau macat maka pihak BPRS mengambil jaminan 
dan kemudian dilelang apabila nasabah tidak dapat 
mengembalikan modal usaha bersama tersebut. Hasil lelang 
tersebut apabila terdapat uang sisa dalam pelunasan 
pembiayaan maka dikembalikan kepada nasabah.
191
 
 
B. Pelaksanaan Bagi Hasil pada BPRS Dana Mulia Surakarta 
Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non 
Islami dan Islam adalah terletak pada pengambilan dan pembagian 
keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau 
yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Bagi hasil adalah 
suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yaitu pembagian 
hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola 
(mudharib).
192
  
Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu 
profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing adalah perhitungan bagi 
hasil yang didasarkan pada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi 
dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 
tersebut.
193
 Sedangkan Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil 
didasarkan kepada tolal selurah pendapatan yang diterima sebelum dikurangi 
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 Sri Wagito, Direksi, Wawancara pribadi, 2 agustus 2017, jam 09.30-11.00 WIB. 
192
Ari Kristian Prasetyoningrum, Resiko Bank Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
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dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 
tersebut.
194
 
Kegiatan operasional BPRS Dana Mulia Surakarta bukan hanya untuk 
memperoleh keuntungan namun lebih pada kemaslahatan bersama. Maka 
dalam kegiatannya BPRS Dana Mulia Surakarta lebih menggunakan sistem 
bagi hasil bukan bunga. Metode penghitungan bagi hasil musyarakah 
berdasarkan surat Ash Shaad ayat 24 yang terjemahannya: “Dan 
sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian 
mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka, dan 
sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang 
Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keungan Syariah: “dilihat dari segi 
kemaslahatan (al ashlah), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip 
bagi hasil (Revenue sharing)”, metode ini lebih bermanfaat untuk digunakan 
terutama dengan pedoman ayat Ash Shaad 24, sepanjang transpaasi dari pihak 
nasabah sulit didapatkan, maka metode bagi hasil Revenue sharing pilihan 
terbaik dalam bagi hasil. Namun jika calon nasabah sudah cukup (sangat) 
terbuka terhadap pembukaan, bisnisnya, dan hal-hal yang terkait, maka bagi 
hasil dengan metode profit sharing adalah pilihan yang paling 
tepat.
195
Metode bagi hasil yang digunakan pada operasional BPRS Dana 
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Mulia Surakarta yaitu menggunakan metode Revenue sharing yang dianggap 
lebih efektif.
196
 
 
C. Hak dan kewajiban para mitra  
Dalam prinsip bagi hasil, mengetahui hak dan kewajiban dalam suatu 
perjanjian pembiaayan merupakan hal yang penting agar tercapainya suatu 
tujuan pembiayaan. Terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah dapat 
tercermin dari hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu pihak bank 
dan pihak nasabah (mitra kerja). Penerapan yang diterapkan oleh BPRS Dana 
Mulia Surakarta kurang sesuai dengan prinsip syariah. Karena adanya hak 
dan kewajiban antara kedua belah pihak yang tidak terpenuhi seperti hak bank 
menerima laporan keuangan dari nasabah dan kewajiban nasabah 
memberikan laporan keuangan nya setiap bulannya. 
Dalam pembiayaan musyarakah pihak bank dengan nasabah 
melakukan penggabungan modal atau uang untuk melakukan usaha bersama. 
Dalam penggabungan tersebut tidak harus sama.
197
 Pihak bank mepunyai 
kewajiban untuk menyerahkan modal usaha yang telah disetujui dan telah 
dilakukan perjanjian. Dalam penyertaan modal usaha tersebut bank 
mempunyai kewajiban untuk memantau, meninjau dan memberi saran kepada 
pihak nasabah dalam pengembangan usahanya. Tetapi dalam kenyataan 
kurangnya SDM yang ada di BPRS Dana Mulia pemantauan dan peninjaun 
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tidak bisa secara efektif.
198
 Dari hasil wawancara degan salah satu nasabah ia 
juga mengatakan bahwa dalam peninjauan tempat usaha dilakukan pada awal-
awal perjanjian dan kemudian selanjutnya dilakukan pemantauan melalui via 
telfon.
199
 
Hak dan kewajiban nasabah sebagai mitra kerja salah satunya yaitu 
melakukan suatu usaha yang sudah disepakati dalam akad. Tetapi dalam 
kenyataannya terdapat nasabah yang menggunakan modal usaha tersebut 
tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sebagai contohnya yaitu 
adanya seorang nasabah yang mengunakan modal usaha yang diterima nya 
untuk biaya sekolah anaknya tidak untuk usaha yang telah disepakati.
200
 Dan 
permasalah yang terjadi selain tidak digunakan modal usaha sebagai mana 
yang telah disepakati yaitu tidak dibuatnya laporan keuangan bulanan dan 
tidak mau terbuka dengan bank untuk hasil pendapatan yang diperolehnya 
sehingga pihak BPRS Dana Mulia bingung untuk menentukan besarnya 
nisbah yang diperoleh. nasabah mau terbuka dengan pihak bank apabila 
terjadi kemunduran usahanya.
201
 
 
D. Penyelesaian masalah pada akad pembiayaan musyarakah 
Wanprestasi 
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Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi di mana debitor 
tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, 
khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual).
202
 Dalam perjanjian 
musyarakah jika salah satu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau 
terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak akibat wanprestasi atau 
pemutusan sepihak, maka penyelesaian masalah tersebut tahap pertama 
yaitu adanya penyelesaian dengan cara kekeluargaan yaitu dengan 
musyawarah mufakat antara kedua belah pihak. apabila melalui tahap 
tersebut belum juga ditemukan jalan keluar, maka tahap kedua yaitu kedua 
belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui 
jalur hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai salah satu 
contohnya pada saat ini ada sengketa antara nasabah dan bank karena 
nasabah wanprestasi dalam penggunaan modal usaha dan juga dalam 
pembagian hasil usaha. Wanprestasi terjadi karena nasabah kurang terbuka 
dengan pihak bank dalam memberikan laporan keuangan sehingga ketika 
adanya kerugian besar baru mau terbuka.
203
 
 
 
E. Ketentuan denda pada pembiayaan musyarakah. 
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 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif perbandingan 
(bagian pertama), (Yogyakarta : FH UII Press, 2013), hlm. 278. 
203 Sri Wagito, Direksi, Wawancara pribadi, 2 agustus 2017, jam 09.30-11.00 WIB. 
109 
 
 
Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus 
dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pihak yang melakukan keterlambatan 
dalam mengangsur.
204
 Dalam perjanjian mitra kerja (nasabah) mengangsur 
setiap bulan. Dalam mengangsur nasabah harus sesuai dengan kesepakatan 
pada akad. Jika terjadi keterlambatan sesuai dengan aturan yang diterapkan di 
BPRS Dana Mulia Surakarta adanya denda disetiap keterlambatan denda 
tersebut sebesar 1% dari modal usaha, untuk setiap keterlambatan. Hasil dari 
denda tersebut tidak masuk dalam administrasi bank tetapi masuk dalam dana 
sosial. 
Dalam Islam denda tidak dilarang, namun harus dilihat penyebabnya 
kenapa nasabah terlambat mengangsur. Jika keterlambatan disebabkan karena 
musibah yang dialami oleh nasabah yang tidak dapat di cegah maka denda 
tidak diterapkan kepada nasabah. Jadi pihak bank dalam penerapan denda 
tersebut tidak sepenuhnya diterapkan. Karena bank beranggapan dari pada di 
tarik denda tetapi buat dana sosial lebih baik denda tidak di bebankan ke 
nasabah karena prinsip denda adalah untuk kemaslahatan umat.
205
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari analisis dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya maka 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Mekanisme pembiayaan akad pembiayaan musyarakah di BPRS Dana 
Mulia Surakarta.  
a. Dalam pembuatan akad pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan 
hukum Islam karena adanya ijab kabul dan juga dalam akad tersebut 
telah memenuhi asas-asas perjanjian.  
b. Sistem bagi hasil yang digunakan oleh BPRS Dana Mulia Surakarta di 
tentukan di awal sesuai proporsional modalnya.  
c. Hak dan kewajiban para pihak yang berakad, adanya suatu hak dan 
kewajiban antara para pihak yang tidak sesuai kesepakatan 
diantaranya pihak nasabah yang enggan membuat laporan keuangan 
perbulan, dan juga pihak nasabah yang menggunakan modal usaha 
tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Sedangkan pada 
pihak bank pemantauan usaha nasabah yang kurang maksimal 
disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia. 
 
 
d. Penyelesain masalah dalam akad pembiayaan musyarakah 
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Penyelesaian tahap pertama dengan musyarawah, apabila dengan 
musyawarah tidak ada titik temu penyelesaiannya maka diselesaikan 
di badan hukum yaitu pengadilan agama. 
e. Denda 
Denda pada pembiayaan musyarakah di BPRS Dana Mulia 
Surakarta diberlakukan apabila nasabah mampu membayar tetapi 
mereka menunda-nunda pembayaran. Hasil denda tersebut digunakan 
untuk dana sosial seperti infak, zakat, kegiatan keagamaan dan panti 
jumpo. Denda tidak dikenakan kepada nasabah yang terkena musibah 
yang tidak bisa dihindarkan. Besarnya denda kisaran 1%. 
2. Menurut tinjauan Hukum Islam, (Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 
tentang akad pembiayaan musyarakah) 
a. Dalam ijab dan kabulnya sudah sesuai dengan fatwa tersebut karena 
adanya kehendak untuk apa melakukan pembiayaan tersebut. Para 
pihak yang berkontrak juga cakap hukum. 
b. Objeknya sudah sesuai dengan fatwa karena modal dalam bentuk uang 
tunai. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah. Dan adanya penjelasan kedudukan masing-
masing pihak dalam kontrak. 
c. Keuntungan. Dalam pembagian keuntungan sudah sesuai dengan 
fatwa dimana adanya pembagian keuntungan sesuai porsi modal yang 
digabungkan. Dan sistem pembagian keuntungan sudah dituangkan 
begitu jelas di akad/perjanjian. 
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d. Kerugian sesuai dengan fatwa dan akad perjanjian dimana dalam akad 
telah disebutkan apabila terjadi kerugian akibat kelalaian mitra atau 
adanya penyelewengan dalam akad perjanjian maka kerugian di 
tanggung oleh mitra kerja. 
e. Pada biaya operasionalnya sudah sesuai dengan fatwa dan 
penyelasaian masalahnya sudah sesuai yaitu dimusyawarahkan dan 
apabila tidak bisa maka melalui Badan Arbitrase Syariah/ Pengadilan 
Agama. 
 
B. Saran 
1. Diharapkan BPRS Dana Mulia Surakarta mengadakan pemantauan yang 
berkala terhadap pembiayaan nasabah agar mengurangi terjadinya 
kelalain dengan melakukan silahturami kepada nasabah, pembinaan 
tentang amanah dan kepercayaan. 
2. Diharapkan BPRS Dana Mulia Surakarta benar-benar menyesuaikan 
semua transaksi dengan hukum Islam agar transaksinya murni berdarkan 
syariat Islam. 
3. Diharapkan BPRS Dana Mulia Surakarta lebih optimal lembaga keuangan 
syariah agar tercapai kesejahteraan dan kemaslahata umat dalam bidang 
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah. 
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DAFTAR WAWANCARA 
 
A. Pihak BPRS Dana Mulia Surakarta 
1. Bagaimana cara memperoleh akad pembiayaan musyarakah? 
2. Dalam akad pembiayaan musyarakah apakah ada akad atau perjanjian 
yang terjadi antara nasabah dan pihak BPRS?  
3. Persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam akad pembiayaan 
musyarakah? 
4. Apa saja yang harus di isi dalam memenuhi akad musyarakah? 
5. Bagaimana cara BPRS Dana Mulia menentukan mudharib memperoleh 
pembiayaan? 
6. Dalam bagi hasil di BPRS Dana Mulia lebih dominan musyarakah apa 
mudharabah? 
7. Berapakah nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah pada bulan 
Juni 2017 ini? 
8. Apa Hak dan kewajiban nasabah dan BPRS dalam pembiayaan 
musyarakah? 
9. Apa kendala yang dihadapi dalam menentukan pembiayaan akad 
musyarakah? 
10. Bagaimana  mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di 
BPRS Dana Mulia Surakarta? 
11. Bagaimana BPRS Dana Mulia Surakarta menentukan besarnya 
nisbah/bagi hasil? 
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12. Mekanisme bagi hasil pada akad musyarakah? 
13. Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi pada akad pembiayaan 
musyarakah? 
14. Bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah? 
15. Bagaimana ketentuan denda pada pembiayaan musyarakah? 
B. Nasabah 
1. Apakah bapak melakukan pembiayaan di BPRS Dana Mulia Surakarta? 
2. Apakah bapak melakukan pembiayaan musyarakah di BPRS Dana Mulia 
Surakarta? 
3. Apakah bapak diuntungkan dengan adanya pembiayaan musyaraka  
tersebut?  
4. Untuk apa melakukan pembiayaan musyarakah di BPRS Dana Mulia 
Surakarta? 
5. Apakah besarnya bagi hasil ditentukan pada saat akad pembiayaan 
musyarakah? 
6. Apa harus ada jaminan  untuk melakukan pembiayaan musyarakah di 
BPRS Dana Mulia Surakarta? 
7. Jaminan apa yang digunakan yang digunakan bapak? 
8. Apa pihak BPRS melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha yang 
bapak jalankan? 
9. Apakah tidak ada denda bagi yang terlambat membayar atau 
menggangsur? 
10. Apakah pembiayaan musyarakah di BPRS sudah sesuai syariah? 
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Data Informan 
 
Pihak BPRS Dana Mulia Surakarta 
No Nama Jabatan Alamat 
1 Sahrial Amri Direksi Surakarta 
2 Sri Wagito Direksi Surakarta 
3 Umi Administrasi Surakarta 
4 Dani Teller Surakarta 
 
Nasabah 
Nama   : Ismardiyanto 
Alamat : Jl. Hardonasan RT 02 RW 03 Baluwarti, Pasar Kliwon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121 
 
 
 
 
 
AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 
No. MUSYARAKAH/00160/V/BPRS-DM/VIII/2016 
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-
Ku” 
(QS. Adz-Dzaariyaat: 56) 
 
“…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 
(QS. Al-Maa-idah: 2) 
 
“…Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(QS. Al-Maaidah: 8) 
 
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, 
supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan  
kepadamu …” 
(QS An-Nisaa’: 105) 
 
“…Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang 
diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka …” 
(QS Al-Maaidah: 49) 
 
"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan 
bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara 
kamu"  
(QS. An-Nisaa': 29) 
 
"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka 
berbuat dzhalim kpd sebagian lain, kecuali orang yg beriman dan mengerjakan amal 
saleh"  
(QS. Shad: 24) 
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Pada hari ini Selasa tanggal 8 AGUSTUS 2016, kami yang bertandatangan di bawah   ini 
:---------------- 
1. Nama : ….............. kartu tanda penduduk  No: …....................., Alamat : 
….................................... dalam hal  yang  diuraikan  di  bawah ini bertindak 
dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari, dan karenanya berdasarkan 
Anggaran Dasar PT. BPRS Dana Mulia , bertindak untuk dan atas nama serta 
mewakili PT. BPRS Dana Mulia beralamat di Jl. KH.Agus Salim Nomor 10 Surakarta, 
Untuk selanjutnya disebut: PIHAK PERTAMA,BANK.----------------------------------------
----------------------------------------------------- 
2. Nama: …................ Kartu Tanda Penduduk nomor …............ dalam hal yang 
diuraikan di bawah ini bertindak untuk diri sendiri / dalam kedudukannya selaku 
nasabah dari PT. BPRS Dana Mulia beralamat di Jl. KH.Agus Salim Nomor 10 
Surakarta, dan dalam melakukan tindaan hukum tersebut yang bersangkutan telah 
mendapat  persetujuan dari isteri : …..................  berdasarkan surat 
permohonan pembiayaan tanggal , bertindak untuk dan atas nama nasabah, 
beralamat di…......................  PIHAK KEDUA, NASABAH;------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 
3. Nama: ….................... Kartu Tanda Penduduk nomor ….................. dalam hal 
yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk diri sendiri / dalam kedudukannya 
selaku nasabah dari PT. BPRS Dana Mulia beralamat di ….........................., dan 
dalam melakukan tindaan hukum tersebut yang bersangkutan telah mendapat  
persetujuan dari isteri : …...........  berdasarkan surat permohonan pembiayaan 
tanggal , bertindak untuk dan atas nama penjamin, beralamat di 
...............................  PIHAK KETIGA, PEMILIK JAMINAN;---- 
Bank dan Nasabah telah bersepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang 
lain untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh 
Nasabah kepada Bank, yang modalnya didapat dari Bank dan Nasabah sebagai 
penyertaan, dan risiko untung dan ruginya akan dipikul bersama sesuai dengan porsi 
yang disepakati oleh kedua belah pihak. 
Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Musyarakah 
(selanjutnya disebut "Perjanjian") sebagai berikut:  
Pasal 1 
DEFINISI 
1. “Syariah” 
adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan As Sunnah. 
2. “Musyarakah” 
Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara Bank yang akan menyediakan 
modal, dan Nasabah yang akan menjalankan usahanya sebagaimana yang 
dimohonkan Nasabah kepada dan disetujui oleh Bank, atas dasar  pembebanan 
risiko untung dan rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modalnya masing-
masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam perjanjian ini.  
3. “Musyarik” 
adalah Bank dan Nasabah sebagai sama-sama penyedia modal. 
4. “Syirkah” 
adalah bentuk usaha atau proyek yang dikerjasamakan oleh Bank dan Nasabah. 
5. “Nisbah Bagi Hasil” 
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adalah  ratio perbandingan pembagian atas keuntungan  dan risiko usaha/proyek di 
an-tara Nasabah dengan Bank yang ditetapkan berdasarkan perjanjian ini. 
6. “Mudharib” 
adalah  pengelola usaha bersama yang ditunjuk oleh para musyarik. 
7. “Keuntungan Usaha” 
adalah pertambahan  harta yang diperoleh dalam menjalankan usaha/proyek yang 
di-hitung berdasarkan periode tertentu  yaitu dengan mengurangkan jumlah harta 
akhir pe-riode dengan harta awal ( Ra’sul Maal ). 
 
8. “Kerugian Usaha” 
adalah berkurangnya  harta di dalam menjalankan usaha/proyek yang dihitung ber-
dasarkan periode tertentu yaitu jumlah harta akhir periode lebih kecil dari jumlah 
harta pada awal periode.   
9. “Hari Kerja Bank” 
adalah Hari Kerja Bank Indonesia. 
10  “Pendapatan” 
adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan Nasabah 
dengan menggunakan modal secara patungan dari yang disediakan oleh Bank dan 
Nasabah sesuai dengan Perjanjian ini. 
11 “Keuntungan Operasional” 
adalah pendapatan operasional yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan Na-
sabah dengan menggunakan modal secara patungan dari yang disediakan oleh Bank 
dan Nasabah setelah dikurangi biaya-biaya langsung yang dikeluarkan untuk mem-
peroleh pendapatan tersebut, belum termasuk biaya-biaya tidak langsung yang di-
keluarkan dalam mendukung kegiatan operasional usaha (overhead). 
12 “Pendapatan Bersih” 
adalah keuntungan operasional setelah dikurangi biaya-biaya tidak langsung yang 
dike-luarkan dalam mendukung kegiatan operasional usaha (Overhead) sebelum 
Pembagian Keuntungan dan pajak-pajak. 
13 “Pembukuan Modal” 
adalah pembukuan atas nama Syirkah pada Bank yang mencatat seluruh transaksi 
sehubungan dengan Modal, yang merupakan bukti sah atas penyertaan modal, hak 
dan beban kewajiban para musyarik. 
14 “Keuntungan” 
adalah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Pasal 1 Perjanjian ini 
dikurangi dengan biaya-biaya sebelum dipotong pajak. 
15 “Jangka Waktu Musyarakah” 
adalah masa berlakunya Perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 
Perjanjian ini. 
16 “Cidera Janji” 
“Cidera Janji” adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebahagian atau seluruh ke-
wajiban Nasabah yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau seba-
hagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta 
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se-belum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan 
sekaligus jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank------------------------- 
Pasal 2 
MODAL DAN PENGGUNAAN 
Bank dan Nasabah sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang 
lain, bahwa untuk membiayai usaha Modal Kerja yang permohonannya telah diajukan 
oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana yang dilampirkan pada permohonan 
pembiayaan dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat 
Perjanjian ini, Bank dan Nasabah masing-masing akan menyediakan sejumlah uang 
sebagai penyertaan modal, yaitu Bank sebesar Rp. 250.000,000,-( Dua Ratus Lima 
Puluh Juta Rupiah) dan Nasabah sebesar Rp.250.000.000,-( Dua Ratus Lima Puluh 
Juta Rupiah) yang masing-masing dan berturut-turut merupakan 50 %( lima puluh 
persen ) dan 50 % ( lima puluh persen) dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan 
untuk menjalankan usaha atau projek tersebut.---------------- 
Pasal 3 
JANGKA WAKTU KERJA SAMA USAHA 
Kerja sama usaha dalam bentuk musyarakah antara pihak Bank dan Nasabah 
berlangsung untuk jangka waktu 6 ( enam ) bulan, terhitung sejak tanggal 05-08-2016 
sampai dengan 05-02-2017 Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak dan 
berakhir pada tanggal ----------------------------------- 
Pasal  4 
PENARIKAN MODAL 
Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan 
pe-nyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, Bank berjanji dengan ini 
meng-ikatkan diri untuk mengizinkan Nasabah menarik Modal, setelah Nasabah 
memenuhi se-luruh prasyarat sebagai berikut : 
1. Menyerahkan kepada Bank Permohonan Realisasi Modal sesuai dengan tujuan peng-
gunaannya, selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja Bank sebelum tanggal pencairan 
harus dilaksanakan.--------- 
2. Menyerahkan kepada Bank seluruh dokumen Nasabah, termasuk dan tidak terbatas 
pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.---------------
--------------------------------------- 
3. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta 
pengikatan jaminannya.-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
4. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Modal, Nasabah berkewajiban 
mem-buat dan menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan Uangnya, dan 
menyerah-kannya kepada Bank. 
Sebagai bukti diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, 
dan/ atau akta dimaksud oleh Bank, Bank berkewajiban untuk menerbitkan dan 
menyerahkan Tanda bukti Penerimaannya kepada Nasabah. 
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Pasal  5 
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM 
PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA  
1. Bank dan Nasabah selaku Musyarik secara bersama-sama bertanggung jawab penuh 
terhadap jalannya operasional usaha dan tidak ada satu pihak yang dapat mengen-
dalikan atau berwenang penuh mengendalikan sendiri aktivitas usaha. ----------------
-------------------------------------------------- 
2. Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama berhak untuk membuat 
atau mengambil berbagai keputusan keuangan dan operasi, kecuali terhadap hal-
hal yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan yang tidak memerlukan persetujuan 
bersama di antara para pihak.---------------------- 
3. Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama mengakui kepemilikan 
asset baik yang diserahkan dalam kerjasama atau terhadap asset yang dibeli untuk 
kegiatan usaha untuk menghasilkan keuntungan bagi usaha yang dijalankan.----------
--------------------------------------------- 
4. Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama berhak untuk mengambil 
bagiannya atas keuntungan sesuai dengan besarnya porsi Pembagian Keuntungan 
(syirkah) yang telah disepakati dalam perjanjian ini.---------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
5. Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama bertanggung jawab 
terhadap seluruh kerugian usaha, kecuali terhadap hal-hal yang dilakukan 
menyimpang dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan atau disepakati 
seperti penyelewengan, spekulasi, monopoli, gharar salah-urus (mis manajemen) 
dan pelanggaran sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 13 perjanjian ini baik 
yang dilakukan Nasabah selaku mudharib dengan sengaja atau tidak disengaja. 
 
Pasal 6 
KESEPAKATAN NISBAH BAGI-HASIL ( SYIRKAH ) 
1. Nasabah dan Bank sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang 
lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah: 
a. 96,90 %(sembilan puluh enam koma sembilan puluh persen) dari Pendapatan 
diperuntukkan bagi Nasabah;--------------------------------------------------------------
------------------------------------- 
b. 3,10  %  ( tiga Koma sepuluh Persen) dari Pendapatan diperuntukkan bagi 
Bank.------------------ 
2. Nasabah dan Bank juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu 
terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Pembagian Keuntungan (Syirkah) akan 
dilakukan pada tiap-tiap……................. 
3. Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk  turut menanggung kerugian 
yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini proporsional dengan syirkah Bank, 
kecuali apabila  Bank dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi karena 
ketidak-jujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan Nasabah terhadap 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 11 
Perjanjian ini.----------------------------------------------------------------------- 
4. Bank baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila Bank 
telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan 
disampaikan oleh Nasabah kepada Bank, dan Bank telah menyerahkan hasil 
penilaiannya tersebut secara tertulis kepada Nasabah. 
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5. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan 
usaha yang dibiayai dengan fasilitas Modal berdasarkan Perjanjian ini, secara 
periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke-lima bulan 
berikutnya.---------------------------------------------------- 
6. Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali 
atas perhitungan usaha yang diajukan oleh Nasabah, selambat-lambatnya pada hari 
ke 1 (satu) sesudah Bank menerima perhitungan usaha tersebut dari Nasabah 
disertai dengan data yang lengkap.---------------- 
7. Apabila sampai hari ke 1 (Satu) , Bank tidak menyerahkan kembali hasil penilaian 
tersebut kepada Nasabah, maka Bank dianggap secara sah telah menerima dan 
mengakui perhitungan yang dibuat oleh Nasabah.------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
8. Nasabah dan Bank berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap 
yang lain, bahwa Bank hanya akan menanggung segala kerugian secara 
proporsional, maksimum sebesar Modal yang diberikan kepada Nasabah tersebut 
pada pasal 2.-------------------------------------------------------------- 
Pasal 7 
KEWAJIBAN NASABAH SEBAGAI MUDHARIB 
Para pihak sebagai Musyarik sepakat menunjuk dan menetapkan Nasabah sebagai 
pengelola usaha/proyek yang dibiayai bersama (Mudharib), sebagaimana Nasabah 
mene-rima penunjukkan dan penetapannya sebagai Mudharib tersebut, guna : 
1. menjalankan usaha sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh 
para Musyarik (para pihak). 
2. bertindak untuk dan atas nama serta mewakili para Musyarik (para pihak), baik di 
luar atau pun di muka pengadilan, kecuali dalam hal : 
a. meminjam dan/atau meminjamkan asset milik syirkah dan/atau 
melakukan tindakan yang dapat menimbulkan beban tanggungan pada syirkah 
atau Bank ; 
b. menjual dan mengasingkan asset milik syirkah ; 
yang untuk masing-masing atau kedua hal tersebut diperlukan persetujuan tertulis 
dari Bank. 
3. Memelihara, menjaga serta menyelamatkan modal (Ra’sul Mal) para Musyarik (para 
pihak). 
Pasal 8 
PEMBAYARAN KEMBALI MODAL DAN KEUNTUNGAN BANK 
1. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada 
Bank, seluruh jumlah Modal pokok sampai lunas dan bagian keuntungan yang 
menjadi hak Bank sesuai dengan Nisbah Pembagian Keuntungan, sebagaimana 
ditetapkan pada pasal 6, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan 
dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
perjanjian ini. 
2. Setiap pembayaran kembali oleh Nasabah kepada Bank atas Modal yang difasilitasi 
Bank dilakukan di Kantor Bank atau di tempat lain yang ditunjuk Bank, atau 
dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Nasabah di Bank. 
3. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Nasabah di Bank, maka dengan 
ini Nasabah memberikan kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang 
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di-tentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada Bank 
untuk mendebet rekening Nasabah guna membayar/melunasi kewajiban Nasabah 
kepada Bank. 
4. Apabila Nasabah membayar kembali atau melunasi Modal yang difasilitasi oleh Bank 
lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut 
akan menghapus atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang 
menjadi hak Bank sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. 
 
Pasal 9 
BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK 
1. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya 
yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan Perjanjian ini, termasuk jasa Notaris 
dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan Bank kepada Nasabah sebelum 
ditandatanganinya Perjanjian ini, dan Nasabah menyatakan persetujuannya. 
2. Dalam hal Nasabah cedera janji tidak melakukan pembayaran / melunasi utangnya 
kepada Bank, sehingga Bank perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum/Kuasa untuk 
menagihnya, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk 
membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa 
lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum. 
3. Setiap pembayaran /pelunasan utang sehubungan dengan Perjanjian ini dan 
Perjanjian lainnya yang mengikat Nasabah dan Bank, dilakukan oleh Nasabah 
kepada Bank tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, 
kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
4. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan 
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan 
pembayarannya oleh Nasabah melalui Bank 
 
 
 
Pasal 10 
JAMINAN 
Sehubungan dengan fasilitas Modal oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian 
ini, Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk: 
1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok Modal berikut bagian dari pendapatan/ 
keuntungan Bank sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana 
ditetapkan pada Berita Acara yang dilekatkan pada dan karenanya yang 
menyangkut Nasabah maupun usahanya. 
2. Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga melalui rekening 
Nasabah di Bank, 
3. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik Nasabah dari beban penjaminan 
terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan Bank berdasarkan 
Perjanjian ini. 
4. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas Modal secara jujur dan benar 
dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri. 
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5. Menyerahkan kepada Bank perhitungan usahanya yang difasilitasi modalnya 
berdasar-kan yang ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini. 
6. Menyerahkan kepada Bank setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-ke-
terangan yang diminta Bank dan Nasabah bersedia mengikatkan diri kepada Bank 
dan menyerahkan obyek jaminan 
SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI DESA ….. KECAMATAN …..... 
KABUPATEN …..... YANG TERCATAT DALAM SERTIPIKAT HAK MILIK NO. …... SURAT 
UKUR NO. …....... TERTANGGAL 02/02/2016 TANAH SELUAS 107 M2 ATAS NAMA 
…............. 
 
7. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau setidak-tidaknya, tidak 
me-nyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. 
Pasal 11 
PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH 
Nasabah dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya serta menjamin 
kepada Bank, sebagai Bank menerima pernyataan dan pengakuan Nasabah, bahwa  : 
1. Nasabah adalah perseorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara 
Republik Indonesia ; 
2. Pada saat ditandatangani Perjanjian ini, Nasabah tidak sedang mengalihkan, 
menjamin-kan dan/atau memberi kuasa kepada orang ini untuk mengalihkan 
dan/atau men-jaminkan atas sebagian atau seluruh dari hartanya, termasuk dan 
tidak terbatas pada piutang dan/atau claim asuransi, tidak dalam keadaan 
berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan 
atau arbitrase, berutang pada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang 
berwajib, baik pada saat ini ataupun dalam masa penundaan, yang dapat 
mempengaruhi aset, keadaan keungan, dan/atau meng-ganggu jalannya usaha 
Nasabah; 
3. Nasabah memiliki semua perizinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya ; 
4. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang 
diberi kuasa oleh Nasabah adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan 
atau paksaan dari pihak manapun ; 
5. Nasabah mengizinkan Bank pada saat ini dan untuk selanjutnya selama 
berlangsungnya Perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lain 
yang berkaitan dengan usaha Nasabah, mengadakan pemeriksaan terhadap 
pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berikaitan 
dengan usaha berdasarkan Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung 
 
PASAL 12 
PERISTIWA CIDERA JANJI 
Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 2 Perjanjian ini, Bank berhak untuk 
menuntut/menagih pembayaran dari Nasabah dan/atau siapapun juga yang 
memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Nasabah kepada 
Bank berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa 
diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila 
terjadi salah satu hal atau peristiwa terebut di bawah ini: 
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1. Nasabah tidak melaksanakan pemayaran atas kewajibannya kepada Bank sesuai 
dengan saat yang ditetapkan dalam pasal 2 dan pasal 6 Perjanjian ini; 
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang 
dijadikan jaminan,dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada 
Pasal 11 Perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Nasabah 
melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal 
yang ditentukan dalam Pasal 10 dan/atau Pasal 13 Perjanjian ini; 
3. Sebagian atau seluruh harta kekayaan Nasabah disita oleh pengadilan atau pihak 
yang berwajib; 
4. Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, 
dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi. 
 
Pasal 13 
PELANGGARAN - PELANGGARAN 
Nasabah dianggap telah melanggar syarat-syarat Perjanjian ini bila terbukti Nasabah 
melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut : 
1. Menggunakan Modal yang diberikan Bank di luar tujuan atau rencana kerja yang 
telah mendapat persetujun tertulis dari Bank ; 
2. Melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada 
melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain ; 
3. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan Bank ; 
4. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh Pengadilan ; 
5. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain ; 
6. Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan/atau 
pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 14. 
 
Pasal 14 
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 
Bank atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas 
pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang difasilitasi Modal oleh Bank 
berdasarkan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak 
langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada pembuat fotokopinya. 
 
Pasal 15 
ASURANSI 
Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi  jiwa 
berdasar Syariah berdasarkan Perjanjian ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk 
oleh Bank, dengan menunjuk dan menetapkan Bank sebagai pihak yang berhak 
menerima pembayaran claim asuransi tersebut (Banker clause).------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pasal 16 
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum 
di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam 
pelaksanaan-nya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara 
musyawarah untuk mufakat. 
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat 
atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua 
belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta 
mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Muamalat 
Indonesia (BAMUI) menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan 
Arbitrase tersebut. 
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, 
bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau Putusan yang ditetapkan oleh 
badan Arbitrase Muamalat Indonesia tersebut bersifat final dan mengikat (final and 
binding). 
 
Pasal 17 
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN 
1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat 
Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak 
yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat 
atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan. 
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak 
yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya 
dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, 
alamat barunya. 
3. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, 
maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum 
pada awal Surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum. 
 
Pasal 18 
PENUTUP 
1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian 
ini, maka Nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk 
mufakat dalam suatu Addendum. 
2. Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dari Perjanjian ini. 
3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank di atas kertas 
yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai 
aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak. 
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap 
yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah 
Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah. 
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Demikianlah, Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Nasabah setelah seluruh kalimat 
dan kata-kata yang tercantum di dalamnya dibaca oleh atau dibacakan kepada 
Nasabah, sehingga Nasabah dengan ini menyatakan, benar-benar telah memahami 
seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya. 
 
                 PT. BPRS DANA MULIA                                                NASABAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…...........)     ( .............................. ) (  .................................)  
Direktur Utama                Pemohon                    Isteri Pemohon     
 
 
 
 
                   Pemilik Jaminan / Penjamin 
 
 
 
 
 
 
( .................. )                          ( .............) 
 
   
 
SAKSI 
  ….......................     (------------------------------) 
 
 
  
 
….........................     (------------------------------- ) 
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KETENTUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL 
Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah 
 
1. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan 
memperhatikan hal-hal berikut : 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan 
kontrak (akad) 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak 
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 
menggunakan cara-cara komunikasi modern 
 
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal 
berikut : 
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan 
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra 
melaksanakan kerja sebagai wakil 
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses 
bisnisnormal 
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola 
asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk 
melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan 
mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan 
dana untuk kepentingannya sendiri 
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3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 
 
a. Modal 
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang 
nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, 
seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal 
berbentuk asset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan 
disepakati oleh para mitra. 
2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada 
pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan 
3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, 
LKS dapat meminta jaminan. 
 
b. Kerja 
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja 
bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan 
kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh 
menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya 
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama 
pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam 
organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 
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c. Keuntungan 
1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk 
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 
keuntungan atau ketika penghentian musyarakah 
2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas 
dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan 
diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra 
3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu 
diberikan kepadanya 
4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam 
akad 
 
d. Kerugian 
Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut 
saham masing-masing dalam modal 
 
4. Biaya Operasional dan Persengketaan 
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama 
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 
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FOTO WAWANCARA 
 
Keterangan : Wawancara dengan bapak Amri direksi BPRS Dana Mulia Surakarta 
 
 
Keterangan : Wawancara dengan bapak Gito direksi BPRS Dana Mulia Surakarta 
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Keterangan Wawancara dengan Bapak Ismardiyanto selaku nasabah pembiayaan 
musyarakah di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
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AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 
No. MUSYARAKAH/00160/V/BPRS-DM/VIII/2016 
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-
Ku” 
(QS. Adz-Dzaariyaat: 56) 
 
“…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 
(QS. Al-Maa-idah: 2) 
 
“…Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(QS. Al-Maaidah: 8) 
 
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, 
supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan  
kepadamu …” 
(QS An-Nisaa’: 105) 
 
“…Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang 
diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka …” 
(QS Al-Maaidah: 49) 
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"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan 
bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara 
kamu"  
(QS. An-Nisaa': 29) 
 
"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka 
berbuat dzhalim kpd sebagian lain, kecuali orang yg beriman dan mengerjakan amal 
saleh"  
(QS. Shad: 24) 
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Pada hari ini Selasa tanggal 8 AGUSTUS 2016, kami yang bertandatangan di bawah   ini 
:---------------- 
4. Nama : ….............. kartu tanda penduduk  No: …....................., Alamat : 
….................................... dalam hal  yang  diuraikan  di  bawah ini bertindak 
dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari, dan karenanya berdasarkan 
Anggaran Dasar PT. BPRS Dana Mulia , bertindak untuk dan atas nama serta 
mewakili PT. BPRS Dana Mulia beralamat di Jl. KH.Agus Salim Nomor 10 Surakarta, 
Untuk selanjutnya disebut: PIHAK PERTAMA,BANK.----------------------------------------
----------------------------------------------------- 
5. Nama: …................ Kartu Tanda Penduduk nomor …............ dalam hal yang 
diuraikan di bawah ini bertindak untuk diri sendiri / dalam kedudukannya selaku 
nasabah dari PT. BPRS Dana Mulia beralamat di Jl. KH.Agus Salim Nomor 10 
Surakarta, dan dalam melakukan tindaan hukum tersebut yang bersangkutan telah 
mendapat  persetujuan dari isteri : …..................  berdasarkan surat 
permohonan pembiayaan tanggal , bertindak untuk dan atas nama nasabah, 
beralamat di…......................  PIHAK KEDUA, NASABAH;------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 
6. Nama: ….................... Kartu Tanda Penduduk nomor ….................. dalam hal 
yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk diri sendiri / dalam kedudukannya 
selaku nasabah dari PT. BPRS Dana Mulia beralamat di ….........................., dan 
dalam melakukan tindaan hukum tersebut yang bersangkutan telah mendapat  
persetujuan dari isteri : …...........  berdasarkan surat permohonan pembiayaan 
tanggal , bertindak untuk dan atas nama penjamin, beralamat di 
...............................  PIHAK KETIGA, PEMILIK JAMINAN;---- 
Bank dan Nasabah telah bersepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang 
lain untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh 
Nasabah kepada Bank, yang modalnya didapat dari Bank dan Nasabah sebagai 
penyertaan, dan risiko untung dan ruginya akan dipikul bersama sesuai dengan porsi 
yang disepakati oleh kedua belah pihak. 
Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Musyarakah 
(selanjutnya disebut "Perjanjian") sebagai berikut:  
Pasal 1 
DEFINISI 
10. “Syariah” 
adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan As Sunnah. 
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11. “Musyarakah” 
Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara Bank yang akan menyediakan 
modal, dan Nasabah yang akan menjalankan usahanya sebagaimana yang 
dimohonkan Nasabah kepada dan disetujui oleh Bank, atas dasar  pembebanan 
risiko untung dan rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modalnya masing-
masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam perjanjian ini.  
12. “Musyarik” 
adalah Bank dan Nasabah sebagai sama-sama penyedia modal. 
13. “Syirkah” 
adalah bentuk usaha atau proyek yang dikerjasamakan oleh Bank dan Nasabah. 
14. “Nisbah Bagi Hasil” 
adalah  ratio perbandingan pembagian atas keuntungan  dan risiko usaha/proyek di 
an-tara Nasabah dengan Bank yang ditetapkan berdasarkan perjanjian ini. 
15. “Mudharib” 
adalah  pengelola usaha bersama yang ditunjuk oleh para musyarik. 
16. “Keuntungan Usaha” 
adalah pertambahan  harta yang diperoleh dalam menjalankan usaha/proyek yang 
di-hitung berdasarkan periode tertentu  yaitu dengan mengurangkan jumlah harta 
akhir pe-riode dengan harta awal ( Ra’sul Maal ). 
 
17. “Kerugian Usaha” 
adalah berkurangnya  harta di dalam menjalankan usaha/proyek yang dihitung ber-
dasarkan periode tertentu yaitu jumlah harta akhir periode lebih kecil dari jumlah 
harta pada awal periode.   
18. “Hari Kerja Bank” 
adalah Hari Kerja Bank Indonesia. 
10  “Pendapatan” 
adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan Nasabah 
dengan menggunakan modal secara patungan dari yang disediakan oleh Bank dan 
Nasabah sesuai dengan Perjanjian ini. 
11 “Keuntungan Operasional” 
adalah pendapatan operasional yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan Na-
sabah dengan menggunakan modal secara patungan dari yang disediakan oleh Bank 
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dan Nasabah setelah dikurangi biaya-biaya langsung yang dikeluarkan untuk mem-
peroleh pendapatan tersebut, belum termasuk biaya-biaya tidak langsung yang di-
keluarkan dalam mendukung kegiatan operasional usaha (overhead). 
12 “Pendapatan Bersih” 
adalah keuntungan operasional setelah dikurangi biaya-biaya tidak langsung yang 
dike-luarkan dalam mendukung kegiatan operasional usaha (Overhead) sebelum 
Pembagian Keuntungan dan pajak-pajak. 
13 “Pembukuan Modal” 
adalah pembukuan atas nama Syirkah pada Bank yang mencatat seluruh transaksi 
sehubungan dengan Modal, yang merupakan bukti sah atas penyertaan modal, hak 
dan beban kewajiban para musyarik. 
14 “Keuntungan” 
adalah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Pasal 1 Perjanjian ini 
dikurangi dengan biaya-biaya sebelum dipotong pajak. 
15 “Jangka Waktu Musyarakah” 
adalah masa berlakunya Perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 
Perjanjian ini. 
16 “Cidera Janji” 
“Cidera Janji” adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebahagian atau seluruh ke-
wajiban Nasabah yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau seba-
hagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta 
se-belum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan 
sekaligus jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank------------------------- 
Pasal 2 
MODAL DAN PENGGUNAAN 
Bank dan Nasabah sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang 
lain, bahwa untuk membiayai usaha Modal Kerja yang permohonannya telah diajukan 
oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana yang dilampirkan pada permohonan 
pembiayaan dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat 
Perjanjian ini, Bank dan Nasabah masing-masing akan menyediakan sejumlah uang 
sebagai penyertaan modal, yaitu Bank sebesar Rp. 250.000,000,-( Dua Ratus Lima 
Puluh Juta Rupiah) dan Nasabah sebesar Rp.250.000.000,-( Dua Ratus Lima Puluh 
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Juta Rupiah) yang masing-masing dan berturut-turut merupakan 50 %( lima puluh 
persen ) dan 50 % ( lima puluh persen) dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan 
untuk menjalankan usaha atau projek tersebut.---------------- 
Pasal 3 
JANGKA WAKTU KERJA SAMA USAHA 
Kerja sama usaha dalam bentuk musyarakah antara pihak Bank dan Nasabah 
berlangsung untuk jangka waktu 6 ( enam ) bulan, terhitung sejak tanggal 05-08-2016 
sampai dengan 05-02-2017 Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak dan 
berakhir pada tanggal ----------------------------------- 
Pasal  4 
PENARIKAN MODAL 
Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan 
pe-nyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, Bank berjanji dengan ini 
meng-ikatkan diri untuk mengizinkan Nasabah menarik Modal, setelah Nasabah 
memenuhi se-luruh prasyarat sebagai berikut : 
5. Menyerahkan kepada Bank Permohonan Realisasi Modal sesuai dengan tujuan peng-
gunaannya, selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja Bank sebelum tanggal pencairan 
harus dilaksanakan.--------- 
6. Menyerahkan kepada Bank seluruh dokumen Nasabah, termasuk dan tidak terbatas 
pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.---------------
--------------------------------------- 
7. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta 
pengikatan jaminannya.-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
8. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Modal, Nasabah berkewajiban 
mem-buat dan menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan Uangnya, dan 
menyerah-kannya kepada Bank. 
Sebagai bukti diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, 
dan/ atau akta dimaksud oleh Bank, Bank berkewajiban untuk menerbitkan dan 
menyerahkan Tanda bukti Penerimaannya kepada Nasabah. 
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Pasal  5 
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM 
PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA  
6. Bank dan Nasabah selaku Musyarik secara bersama-sama bertanggung jawab penuh 
terhadap jalannya operasional usaha dan tidak ada satu pihak yang dapat mengen-
dalikan atau berwenang penuh mengendalikan sendiri aktivitas usaha. ----------------
-------------------------------------------------- 
7. Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama berhak untuk membuat 
atau mengambil berbagai keputusan keuangan dan operasi, kecuali terhadap hal-
hal yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan yang tidak memerlukan persetujuan 
bersama di antara para pihak.---------------------- 
8. Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama mengakui kepemilikan 
asset baik yang diserahkan dalam kerjasama atau terhadap asset yang dibeli untuk 
kegiatan usaha untuk menghasilkan keuntungan bagi usaha yang dijalankan.----------
--------------------------------------------- 
9. Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama berhak untuk mengambil 
bagiannya atas keuntungan sesuai dengan besarnya porsi Pembagian Keuntungan 
(syirkah) yang telah disepakati dalam perjanjian ini.---------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
10. Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama bertanggung jawab 
terhadap seluruh kerugian usaha, kecuali terhadap hal-hal yang dilakukan 
menyimpang dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan atau disepakati 
seperti penyelewengan, spekulasi, monopoli, gharar salah-urus (mis manajemen) 
dan pelanggaran sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 13 perjanjian ini baik 
yang dilakukan Nasabah selaku mudharib dengan sengaja atau tidak disengaja. 
 
Pasal 6 
KESEPAKATAN NISBAH BAGI-HASIL ( SYIRKAH ) 
9. Nasabah dan Bank sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang 
lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah: 
c. 96,90 %(sembilan puluh enam koma sembilan puluh persen) dari Pendapatan 
diperuntukkan bagi Nasabah;--------------------------------------------------------------
------------------------------------- 
d. 3,10  %  ( tiga Koma sepuluh Persen) dari Pendapatan diperuntukkan bagi 
Bank.------------------ 
10. Nasabah dan Bank juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu 
terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Pembagian Keuntungan (Syirkah) akan 
dilakukan pada tiap-tiap……................. 
11. Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk  turut menanggung kerugian 
yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini proporsional dengan syirkah Bank, 
kecuali apabila  Bank dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi karena 
ketidak-jujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan Nasabah terhadap 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 11 
Perjanjian ini.----------------------------------------------------------------------- 
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12. Bank baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila Bank 
telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan 
disampaikan oleh Nasabah kepada Bank, dan Bank telah menyerahkan hasil 
penilaiannya tersebut secara tertulis kepada Nasabah. 
13. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan 
usaha yang dibiayai dengan fasilitas Modal berdasarkan Perjanjian ini, secara 
periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke-lima bulan 
berikutnya.---------------------------------------------------- 
14. Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali 
atas perhitungan usaha yang diajukan oleh Nasabah, selambat-lambatnya pada hari 
ke 1 (satu) sesudah Bank menerima perhitungan usaha tersebut dari Nasabah 
disertai dengan data yang lengkap.---------------- 
15. Apabila sampai hari ke 1 (Satu) , Bank tidak menyerahkan kembali hasil penilaian 
tersebut kepada Nasabah, maka Bank dianggap secara sah telah menerima dan 
mengakui perhitungan yang dibuat oleh Nasabah.------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
16. Nasabah dan Bank berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap 
yang lain, bahwa Bank hanya akan menanggung segala kerugian secara 
proporsional, maksimum sebesar Modal yang diberikan kepada Nasabah tersebut 
pada pasal 2.-------------------------------------------------------------- 
Pasal 7 
KEWAJIBAN NASABAH SEBAGAI MUDHARIB 
Para pihak sebagai Musyarik sepakat menunjuk dan menetapkan Nasabah sebagai 
pengelola usaha/proyek yang dibiayai bersama (Mudharib), sebagaimana Nasabah 
mene-rima penunjukkan dan penetapannya sebagai Mudharib tersebut, guna : 
4. menjalankan usaha sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh 
para Musyarik (para pihak). 
5. bertindak untuk dan atas nama serta mewakili para Musyarik (para pihak), baik di 
luar atau pun di muka pengadilan, kecuali dalam hal : 
a. meminjam dan/atau meminjamkan asset milik syirkah dan/atau melakukan 
tindakan yang dapat menimbulkan beban tanggungan pada syirkah atau Bank ; 
b. menjual dan mengasingkan asset milik syirkah ; 
yang untuk masing-masing atau kedua hal tersebut diperlukan persetujuan tertulis 
dari Bank. 
6. Memelihara, menjaga serta menyelamatkan modal (Ra’sul Mal) para Musyarik (para 
pihak). 
Pasal 8 
PEMBAYARAN KEMBALI MODAL DAN KEUNTUNGAN BANK 
5. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada 
Bank, seluruh jumlah Modal pokok sampai lunas dan bagian keuntungan yang 
menjadi hak Bank sesuai dengan Nisbah Pembagian Keuntungan, sebagaimana 
ditetapkan pada pasal 6, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan 
dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
perjanjian ini. 
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6. Setiap pembayaran kembali oleh Nasabah kepada Bank atas Modal yang difasilitasi 
Bank dilakukan di Kantor Bank atau di tempat lain yang ditunjuk Bank, atau 
dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Nasabah di Bank. 
7. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Nasabah di Bank, maka dengan 
ini Nasabah memberikan kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang 
di-tentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada Bank 
untuk mendebet rekening Nasabah guna membayar/melunasi kewajiban Nasabah 
kepada Bank. 
8. Apabila Nasabah membayar kembali atau melunasi Modal yang difasilitasi oleh Bank 
lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut 
akan menghapus atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang 
menjadi hak Bank sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. 
 
Pasal 9 
BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK 
5. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya 
yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan Perjanjian ini, termasuk jasa Notaris 
dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan Bank kepada Nasabah sebelum 
ditandatanganinya Perjanjian ini, dan Nasabah menyatakan persetujuannya. 
6. Dalam hal Nasabah cedera janji tidak melakukan pembayaran / melunasi utangnya 
kepada Bank, sehingga Bank perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum/Kuasa untuk 
menagihnya, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk 
membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa 
lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum. 
7. Setiap pembayaran /pelunasan utang sehubungan dengan Perjanjian ini dan 
Perjanjian lainnya yang mengikat Nasabah dan Bank, dilakukan oleh Nasabah 
kepada Bank tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, 
kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
8. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan 
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan 
pembayarannya oleh Nasabah melalui Bank 
 
 
 
Pasal 10 
JAMINAN 
Sehubungan dengan fasilitas Modal oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian 
ini, Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk: 
7. Mengembalikan seluruh jumlah pokok Modal berikut bagian dari pendapatan/ 
keuntungan Bank sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana 
ditetapkan pada Berita Acara yang dilekatkan pada dan karenanya yang 
menyangkut Nasabah maupun usahanya. 
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8. Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga melalui rekening 
Nasabah di Bank, 
9. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik Nasabah dari beban penjaminan 
terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan Bank berdasarkan 
Perjanjian ini. 
10. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas Modal secara jujur dan benar 
dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri. 
11. Menyerahkan kepada Bank perhitungan usahanya yang difasilitasi modalnya 
berdasar-kan yang ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini. 
12. Menyerahkan kepada Bank setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-ke-
terangan yang diminta Bank dan Nasabah bersedia mengikatkan diri kepada Bank 
dan menyerahkan obyek jaminan 
SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI DESA ….. KECAMATAN …..... 
KABUPATEN …..... YANG TERCATAT DALAM SERTIPIKAT HAK MILIK NO. …... SURAT 
UKUR NO. …....... TERTANGGAL 02/02/2016 TANAH SELUAS 107 M2 ATAS NAMA 
…............. 
 
7. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau setidak-tidaknya, tidak 
me-nyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. 
Pasal 11 
PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH 
Nasabah dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya serta menjamin 
kepada Bank, sebagai Bank menerima pernyataan dan pengakuan Nasabah, bahwa  : 
6. Nasabah adalah perseorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara 
Republik Indonesia ; 
7. Pada saat ditandatangani Perjanjian ini, Nasabah tidak sedang mengalihkan, 
menjamin-kan dan/atau memberi kuasa kepada orang ini untuk mengalihkan 
dan/atau men-jaminkan atas sebagian atau seluruh dari hartanya, termasuk dan 
tidak terbatas pada piutang dan/atau claim asuransi, tidak dalam keadaan 
berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan 
atau arbitrase, berutang pada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang 
berwajib, baik pada saat ini ataupun dalam masa penundaan, yang dapat 
mempengaruhi aset, keadaan keungan, dan/atau meng-ganggu jalannya usaha 
Nasabah; 
8. Nasabah memiliki semua perizinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya ; 
9. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang 
diberi kuasa oleh Nasabah adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan 
atau paksaan dari pihak manapun ; 
10. Nasabah mengizinkan Bank pada saat ini dan untuk selanjutnya selama 
berlangsungnya Perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lain 
yang berkaitan dengan usaha Nasabah, mengadakan pemeriksaan terhadap 
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pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berikaitan 
dengan usaha berdasarkan Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung 
 
PASAL 12 
PERISTIWA CIDERA JANJI 
Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 2 Perjanjian ini, Bank berhak untuk 
menuntut/menagih pembayaran dari Nasabah dan/atau siapapun juga yang 
memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Nasabah kepada 
Bank berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa 
diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila 
terjadi salah satu hal atau peristiwa terebut di bawah ini: 
5. Nasabah tidak melaksanakan pemayaran atas kewajibannya kepada Bank sesuai 
dengan saat yang ditetapkan dalam pasal 2 dan pasal 6 Perjanjian ini; 
6. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang 
dijadikan jaminan,dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada 
Pasal 11 Perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Nasabah 
melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal 
yang ditentukan dalam Pasal 10 dan/atau Pasal 13 Perjanjian ini; 
7. Sebagian atau seluruh harta kekayaan Nasabah disita oleh pengadilan atau pihak 
yang berwajib; 
8. Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, 
dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi. 
 
Pasal 13 
PELANGGARAN - PELANGGARAN 
Nasabah dianggap telah melanggar syarat-syarat Perjanjian ini bila terbukti Nasabah 
melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut : 
7. Menggunakan Modal yang diberikan Bank di luar tujuan atau rencana kerja yang 
telah mendapat persetujun tertulis dari Bank ; 
8. Melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada 
melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain ; 
9. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan Bank ; 
10. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh Pengadilan ; 
11. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain ; 
12. Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan/atau 
pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 14. 
 
Pasal 14 
148 
 
 
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 
Bank atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas 
pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang difasilitasi Modal oleh Bank 
berdasarkan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak 
langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada pembuat fotokopinya. 
 
Pasal 15 
ASURANSI 
Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi  jiwa 
berdasar Syariah berdasarkan Perjanjian ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk 
oleh Bank, dengan menunjuk dan menetapkan Bank sebagai pihak yang berhak 
menerima pembayaran claim asuransi tersebut (Banker clause).------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pasal 16 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
4. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum 
di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam 
pelaksanaan-nya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara 
musyawarah untuk mufakat. 
5. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat 
atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua 
belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta 
mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Muamalat 
Indonesia (BAMUI) menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan 
Arbitrase tersebut. 
6. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, 
bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau Putusan yang ditetapkan oleh 
badan Arbitrase Muamalat Indonesia tersebut bersifat final dan mengikat (final and 
binding). 
 
Pasal 17 
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN 
4. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat 
Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak 
yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat 
atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan. 
5. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak 
yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya 
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dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, 
alamat barunya. 
6. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, 
maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum 
pada awal Surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum. 
 
Pasal 18 
PENUTUP 
4. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian 
ini, maka Nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk 
mufakat dalam suatu Addendum. 
5. Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dari Perjanjian ini. 
6. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank di atas kertas 
yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai 
aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak. 
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap 
yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah 
Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah. 
Demikianlah, Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Nasabah setelah seluruh kalimat 
dan kata-kata yang tercantum di dalamnya dibaca oleh atau dibacakan kepada 
Nasabah, sehingga Nasabah dengan ini menyatakan, benar-benar telah memahami 
seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya. 
 
                 PT. BPRS DANA MULIA                                                NASABAH 
 
 
 
 
(…...........)     ( .............................. ) (  ......................................  )  
Direktur Utama                Pemohon                    Isteri Pemohon     
 
 
 
 
                   Pemilik Jaminan / Penjamin 
 
 
 
 
 
 
( .................. )                          ( ................. ) 
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  ….......................     (------------------------------) 
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KETENTUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL 
Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah 
 
5. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan 
memperhatikan hal-hal berikut : 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan 
kontrak (akad) 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak 
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 
menggunakan cara-cara komunikasi modern 
 
6. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal 
berikut : 
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan 
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra 
melaksanakan kerja sebagai wakil 
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam 
proses bisnisnormal 
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 
mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang 
untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan 
kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang 
disengaja. 
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan 
dana untuk kepentingannya sendiri 
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7. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 
 
a. Modal 
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang 
nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, 
seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal 
berbentuk asset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan 
disepakati oleh para mitra. 
2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada 
pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan 
3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, 
LKS dapat meminta jaminan. 
 
b. Kerja 
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja 
bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan 
kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh 
menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya 
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama 
pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam 
organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 
 
153 
 
 
c. Keuntungan 
1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk 
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 
keuntungan atau ketika penghentian musyarakah 
2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas 
dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan 
diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra 
3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu 
diberikan kepadanya 
4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam 
akad 
 
d. Kerugian 
Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut 
saham masing-masing dalam modal 
 
8. Biaya Operasional dan Persengketaan 
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama 
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 
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